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	MODEL PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PESISIR-PANTAI 

(Prof Dr Ir Soemarno, M.S, 2003)


1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional hingga Pelita VI saat ini telah membuktikan bahwa kebutuhan sumberdaya alam semakin banyak dan senantiasa menghadapi berbagai kendala yang semakin serius.  Dalam kondisi seperti ini mutlak diperlukan penajaman prioritas pemanfaatan sumberdaya alam dalam kerangka pengembangan wilayah yang meli​batkan segenap warga setempat.  Permasalahan tersebut juga dihadapi oleh wilayah pedesaan pantai.

Wilayah pedesaan pantai sudah semenjak dulu merupakan pusat kegiatan ekonomi tradisional dan sekaligus menjadi pusat pemuki​man penduduk. Berbagai usahatani komoditi perikanan berkembang di pedesaan pantai ini dengan berbagai perma salahannya. Kegiatan ekonomi tradisional tersebut perkembangan nya relatif masih lambat dan produktivitasnya sangat tergantung pada kondisi alamiah yang bersifat musiman. Namun akhir-akhir ini kegiatan ekonomi tradisional tersebut nampak telah mulai berubah dengan adanya teknologi penangkapan ikan dengan perahu bermotor, kamar dingin, pabrik tepung ikan,  jasa-jasa lainnya.

Dalam rangka mengantisipasi dampak negatif yang mungkin terjadi dalam proses transformasi sektor ekonomi tersebut, maka diperlukan upaya khusus untuk mengembangkan sektor ekonomi tradisional yang melibatkan sebagian besar nelayan kecil yang masih miskin. Pemerintah telah melakukan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pantai melalui pengembangan usaha dan dukungan modal, namun belum mampu secara luas mendorong nelayan kecil untuk memanfaatkan peluang-peluang yang telah disediakan tersebut. Oleh karena itu diperlukan desain-desain khusus yang dapat digunakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan pantai, terutama nelayan-nelayan kecil. 

Pengelolaan sumberdaya pedesaan pantai senantiasa berkai​tan dengan potensinya.  Oleh karena itu batasan pedesaan pantai dalam uraian ini adalah: (Muhammad dkk., 1992)

(a).
Wilayah yang berbatasan dengan daerah pantai, penduduknya padat, sebagian besar mempunyai profesi sebagai nelayan dan pengolah ikan; 

(b).
Sumberdaya alam yang dikelola  masyarakat tersebar di kawasan perairan pantai hingga laut lepas; 

(c).
Wilayah pedesaan pantai mempunyai sumberdaya  per-airan dan perikanan pantai, juga mempunyai sumberdaya pertanian;

(d).
Sistem perekonomian  wilayah  didominasi oleh sektor basis dengan kagiatan utama berupa penangkapan dan industri pengola​han, dimana produk-produknya, dipasarkan ke luar daerah. 

Pada kondisi seperti di atas maka perkembangan masyarakat pede​saan pantai sangat dipengaruhi oleh adanya eksploitasi sumber​daya perairan pantai oleh manusia (nelayan) khususnya melalui usaha penangkapan ikan. Sebagian dari hasil tangkapan ini dipa​sarkan langsung sebagai komoditi "ikan segar" dan sebagian lainnya "diolah" dalam berbagai kegiatan industri pengolahan untuk memberikan nilai tambah. Akan tetapi pada kenyataannya hanya sebagian kecil dari nilai tambah ini yang dapat dinikmati oleh nelayan/pengolah ikan. 

2. SISTEM PEDESAAN PANTAI MAJU
Wilayah pedesaan pantai dipandang sebagai suatu sistem yang secara struktural terdiri atas lima komponen (sub-sistem) yang saling berinteraksi secara dinamis. Perilaku interaktif dari subsistem-subsistem ini bersifat dinamis dan menghasilkan output-output tertentu.  Output inilah yang pada hakekatnya merupakan  tujuan dan sasaran dari upaya-upaya pembinaan/pen​gembangan wilayah pedesaan pantai. Dua macam sasaran akhir  dari upaya-upaya pembinaan ini adalah kesejahteraan nelayan dan kelestarian sumberdaya perairan pantai. 

Sistem pedesaan pantai maju memiliki lima macam kom-ponen, yaitu: (1). Komponen sumberdaya perairan pantai dan lingkungan hidup pedesaan pantai; (2). Komponen Sumberdaya Manusia (Nelay​an); (3).  Komponen Kelembagaan sosial pedesaan; (4).  Komponen Perekonomian Pedesaan dan; (5).  Komponen Sarana dan Prasarana Fisik. Perilaku komponen-komponen tersebut di atas, baik secara sendirian maupun interaksinya dengan komponen lain, hingga batas-batas tertentu dapat dikendal​ikan oleh manusia untuk mendapatkan output yang diinginkan. Upaya pengelolaan ini dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu (1) dengan memanipulasi input- input pengelolaan, baik yang berupa input material, informasi, teknologi, moneter, maupun kebijakan; (2) dengan merekayasa kelembagaan yang mengatur interaksi antar komponen sehingga perilakunya dapat lebih baik memanfaatkan input yang ada dan; (3) kombinasi antara (1) dan (2) Dalam rangka untuk mewu​judkan sistem pedesaan pantai maju, tampaknya  cara kombinasi (1) dan (2) tersebut lebih dapat diandalkan. 

Suatu model keterkaitan antar komponen struktural dari Sistem Pedesaan Pantai Maju dapat disusun berdasarkan pada pola pembi​naan wilayah pedesaan pantai yang melibatkan manipulasi input pengelolaan dan rekayasa kelembagaan.

(1).    Sub-sistem Sumberdaya Perairan Pantai dan 

          Lingkungan Hidup Pedesaan 

Dalam sistem wilayah pedesaan pantai, sumberdaya perairan pantai dan lingkungan hidup pedesaan mempunyai peranan ganda, yaitu sebagai sumber input bagi sub-sistem per-ekonomian, produsen jasa amenitas bagi manusia, dan sebagai tempat pembuangan limbah.  

(2).
Sub-sistem Perkonomian Wilayah Pedesaan

Di wilayah pedesaan pantai, kegiatan ekonomi di sektor basis (meng hasilkan produk untuk pasar diluar daerah) sangat dominan, berupa komodi​ti primer dan sekunder. Ciri penting kegiatan ekonomi di pedesaan pantai iniadalah (a) kegiatan penangkapan memerlukan perlengkapan yang relatif mahal; (b) operasi penangkapan memerlukan tenaga banyak dan kooperatif dan; (c) hasil tangkapan harus dipasarkan ke luar daerah dalam bentuk segar atau olahan. 

(3).
Sub-sistem Kelembagaan Sosial

Armada penangkapan ikan ditandai oleh eratnya hubungan antara nelayan pendega, juragan laut, juragan darat, pengolah ikan dan pedagang ikan. Kelembagaan operasional penang kapan tersebut berkaitan erat dengan kelembagaan bagi hasil yang berlaku, yang selanjutnya akan menentukan distri​busi pendapatan dalam masyarakat pedesaan pantai. Hingga batas tertentu, kelembagaan seperti di atas bersama kelembagaan lainnya akan menentukan pel​uang transformasi struktural di wilayah pedesaan pantai.   

(4).
Sub-sistem Sarana dan Prasarana Fisik

Sub-sistem ini secara langsung berkaitan dengan sub-sistem kelemba​gaan sosial. Secara fungsional sub-sistem ini dibedakan sarana fisik penunjang produksi dan aktivitas sosial.

(5).
Sub-sistem Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia di wilayah pedesaan pantai menjadi subyek/pelaku yang mengendalikan sebagian besar perilaku sistem wilayah, dan sekaligus menjadi obyek/sasaran dari perilaku tersebut.  Sebagai subyek, manusia lebih berperan sebagai produsen, sehingga kualitasnya ditentukan oleh (a) peubah- peubah skill managerial dan; (b) peubah-peubah skill ketenaga-kerjaan.  Seba​gai obyek, nelayan lebih berperan sebagai konsumen, yang kualitasnya ditentu​kan oleh tingkat pemenuhan kebutuhan fisik minimum. Tampaknya pola perilaku konsumtif di kalangan masyarakat pedesaan pantai merupakan salah satu ciri budaya yang sangat penting.  

3. Potensi dan Kendala 
3.1. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Keadaan geografis perairan pantai dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu wilayah pantai utara dan wilayah pantai selatan.  Perairan pantai utara  merupakan daerah selasar benua yang dangkal dan landai, dengan komoditi yang dominan adalah ikan dasar dan ikan permukaan.  Perairan pantai selatan meru-pakan perairan dalam dengan komoditi yang dominan adalah ikan pelagis seperti Lemuru dan Tuna.

Perairan pantai  utara  dan  selatan  Jawa  Timur masih sangat dipengaruhi oleh "Musim Barat" yang berlangsung sekitar bulan Desember hingga Maret.  Selama musim ini gelombang laut sangat besar sehingga aktivitas penangkapan ikan berkurang dan akibat​nya produksi ikan rendah. Perairan pantai, khususnya di tempat-tempat  pendaratan ikan, telah mengalami pendangkalan dan pencemaran bahan organik yang berasal dari limbah rumahtangga dan limbah industri pengolahan hasil ikan.

Situasi perkampungan nelayan pantai umumnya tampak kumuh, rumah-rumah penduduk berhimpitan satu sama lain.  Sumber air bersih relatif terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari biasanya penduduk membeli air bersih (air PDAM atau air sumur) dari penjual air.

3.2. Teknologi Alat Tangkap dan Penangkapan

Sistem perikanan  demersal  telah  berkembang  di perairan pantai utara Jawa Timur dengan alat tangkap berupa purse-seine, dogol, gill-net, dan trammel-net.  Jenis ikan tangkapan yang dominan adalah ikan layang, lemuru/tembang, udang dan teri. Sistem perikanan samodera telah berkembang di perairan pantai selatan dengan alat tangkap yang dominan berupa purse-seine, gillnet permukaan, dan pancing prawe.  Jenis ikan tangkapan yang dominan adalah tuna (tongkol), lemuru, dan cucut.

Ditinjau dari  kelayakan  ekonominya  dan  dengan memper timbang​kan pendapatan pendeganya, ternyata alat tangkap yang layak untuk dikembangkan ialah purse-seine, gillnet, dan payang sangat layak untuk dikembangkan di semua lokasi. Pengenalan tipe alat yang sama dengan disain baru merupakan jalur inovasi yang pros​pektif. Respon nelayan terhadap inovasi teknologi penangkapan umumnya cukup besar, baik terhadap sumber teknologi pemerintah maupun suasta melalui para pedagang ikan.  Dalam proses adopsi teknolo​gi diperlukan "efek demonstratif" yang bisa diamati dan dialami langsung oleh nelayan.

3.3. Teknologi Pascatangkap

Secara umum teknologi pasca tangkap dapat  dibedakan menjadi dua, yaitu (i) tradisional dengan aneka komoditi ikan kering, terasi, ikan asap, ikan pindang dan petis, dan (ii) modern dengan komod​iti andalannya tepung ikan dan ikan kalengan.  Teknologi tradi​sional dilakukan oleh para pengolah dengan skala kecil hingga menengah, sedangkan teknologi modern dilakukan oleh para pengu​saha besar.  Berkembangnya teknologi modern di suatu lokasi ternyata sangat ditentukan oleh tersedianya bahan baku.  Teknol​ogi pengawetan ikan dengan menggunakan "proses rantai dingin" dilakukan khusus untuk komoditi ekspor ikan segar.

Industri pengolahan ikan di pedesaan pantai umumnya mampu mem​berikan nilai tambah sekitar 9-45% terhadap komoditi ikan basah.  Akan tetapi sebagian besar usaha pengolahan ikan oleh nelayan masih belum dilakukan secara baik dan bersifat sambilan. Usaha  pengolahan  ikan  yang  mempunyai  prospek bagus di wilayah perairan pantai selatan adalah tepung ikan dan minyak ikan, sedangkan di wilayah perairan pantai utara umumnya adalah ikan kering.

3.4. Sosial Ekonomi

Distribusi pendapatan  nelayan  di wilayah pedesaan pantai umumnya tidak merata di antara kelompok fungsional masyarakat. Pendapatan nelayan pemilik perahu (juragan darat) dengan alat tangkap purse-seine, gillnet, dan payang rata-rata cukup tinggi, jauh berada di atas kriteria garis kemiskinan yang berlaku sekarang.  Sementara itu rataan pendapatan nelayan kecil pemilik sampan/ jukung dan pendega berada pada batas ambang kemiskinan dengan fluktuasi musiman yang sangat besar.  Pada musim paceklik rataan pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan sedangkan pada musim panen raya ikan rataan pendapatannya bisa melonjak di atas garis kemiskinan. Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan  nelayan secara proporsional maka usaha penangkapan secara berkelompok yang melibatkan nelayan kecil dan pendega patut direkayasa.  Dalam hubungan ini inovasi kredit disarankan melalui sistem "kredit bagi hasil" antara nelayan dengan lembaga sumber kredit.

Rata-rata   tingkat   pendidikan   formal   warga pedesaan pantai masih rendah, umumnya hanya berpendidikan sekolah dasar atau yang sederajat.  Akses nelayan terhadap fasilitas pendidi​kan formal di atas tingkat sekolah dasar rata-rata masih sangat terbatas. Dalam hal pendidikan ini ternyata respon nelayan terhadap lembaga Madrasah sangat besar.  Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan lembaga Madrasah tersebut untuk melakukan transfer teknologi kepada anak didik. Peranan para Kyai dan Santri di wilayah pedesaan pantai pada umumnya sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat.  

3.5. Kendala Perkembangan Pedesaan Pantai
Tiga faktor utama yang menyebabkan lambatnya perkem bangan tek​nologi yang dapat berdampak pada perbaikan kesejah teraan nelayan pendega adalah (i) faktor ekonomi, (ii) faktor sosial-budaya, dan (iii) faktor sosial-politik. 

Beberapa kendala yang termasuk faktor ekonomi adalah: 

(1).
Sektor perekonomian wilayah yang masih didominasi oleh sektor primer penangkapan ikan,

(2). 
Penguasaan  skill, modal  dan teknologi oleh nelayan  sangat terba​tas,

(3). 
Distribusi pendapatan yang relatif tidak merata

(4). 
Prasarana  penunjang   perekonomian  di pedesaan yang masih terbatas,

(5). Hampir seluruh  komoditi perikanan yang dihasilkan dipasarkan ke luar daerah, sehingga sebagian besar  nilai tambah komoditi dinikmati oleh 'lembaga perantara' yang terlibat dalam pemasa​ran.  

Beberapa kendala sosial-budaya adalah

(1).
Struktur dan  pola  perilaku sosial-budaya yang masih berorien​tasi kepada kebutuhan "subsisten"

(2).
Sarana pelayanan sosial yang masih terbatas 

(3).
Proporsi penduduk usia  muda cukup besar dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah

(4). 
Tingkat pengangguran musiman yang cukup besar

(5). 
Kualitas kehidupan rata-rata masih rendah.

Beberapa kendala sosial-politik adalah:

(1).
Partisipasi masyarakat pedesaan pantai di dalam pembangunan belum dapat tersalurkan secara lugas (pendekatan top down masih lebih kuat diband​ingkan dengan bottom up).

(2).
Birokrasi pembangunan masih belum mampu menyentuh kepentingan nelayan pendega dan sektor tradisional

(3).
Keterbatasan akses nelayan pendega untuk berperan serta dalam kegiatan- kegiatan ekonomi yang lebih luas.

Berdasarkan kondisi seperti di atas maka diperlukan "disain- disain" khusus untuk mengembangkan pedesaan pantai dalam rangka untuk memenuhi "kebutuhan dasar atau kebutuhan fisik minimum" segenap warga masyarakat dan sekaligus melestarikan sumberdaya alam yang tersedia.

4. Model Pengembangan Wilayah Desa Pantai
Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan maka pola pengembangan wilayah pedesaan pantai diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara proporsional. Pendekatan yang harus ditempuh adalah "Industri alisasi Pedesaan" yang pada hakekatnya merupakan proses transformasi struktural dan kultural sistem pede​saan yang mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada masyarakat pedesaan.

Permasalahan yang berkaitan dengan transformasi struktural dikaji dengan pendekatan sistem.  Sedangkan permasalahan transformasi kultural dikaji dengan pendekatan perubahan perilaku masyarakat pedesaan. Dalam konteks pendekatan sistem, suatu wilayah pedesaan pantai dipandang sebagai sutau sistem yang secara struktural terdiri atas lima kompo​nen pokok, yaitu (1) sumberdaya perairan pantai dan lingkungan hidup pedesaan, (2) perekonomian wilayah pedesaan pantai, (3) kelembagaan sosial pedesaan pantai, (4) sumberdaya manusia dan budayanya, dan (5) sarana dan prasarana fisik penunjang sistem perikanan tangkap.  Perilaku dari masing-masing komponen struktural tersebut di atas akan menentukan output sistem yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pede​saan.  Upaya perbaikan output sesuai dengan yang diinginkan hanya dimungkinkan kalau perilaku dari komponen-komponen struktural tersebut dapat direnovasi. Selanjutnya renovasi ini hanya mungkin dilakukan kalau  kalau dibarengi dengan rekayasa kelembagaan untuk mengeimplementasikan teknologi baru.

Berdasarkan uraian di atas maka strategi pembinaan pedesaan pantai dilakukan melalui Lima Jalur Pembinaan, dimana dua jalur merupakan unsur pokok dan tiga jalur lainnya merupakan unsur penunjang. Dua unsur pokok tersebut adalah: (1). Industrialisasi pedesaan pan​tai; (2). Inovasi teknologi penangkapan Tiga unsur penunjang adalah: (1). Pembenahan kelembagaan perkreditan dan bagi hasil; (2). Renovasi sistem pemasaran komoditi perikanan; (3). Pembinaan perilaku masyarakat pedesaan pantai mengarah    kepada perilaku yang lebih produktif 

4.1. Industrialisasi Pedesaan Pantai
Proses industrialisasi pedesaan yang mengarah kepada kemajuan masyarakat pada mulanya merupakan masalah psikis atau mental (Alfian, 1991).  Masyarakat pedesaan pantai akan dapat menjadi lebih maju dan sejahtera hidup​nya apabila mempunyai sikap mental yang mampu mendorong ke arah kemajuan tersebut.  Dengan demikian beberapa macam sikap mental dan perilaku kultural tertentu di kalangan masyarakat pedesaan pantai yang dapat menjadi kendala bagi keberhasilan proses industrialisasi perlu dibina dan dibenahi sehingga sesuai dengan kebijakan dan strategi pemba ngunan yang telah direncanakan.     

Pada tingkat selanjutnya proses industrialisasi pedesaan ini diha​rapkan mampu mengakibatkan transformasi struktural yang ditandai oleh diversi​vikasi sumber pendpatan masyarakat dari berbagai aktivitas pengolahan hasil perikanan dan perdagangan produk-produk olahan.  Dampak sosial ekonomis yang diharapkan ialah  terbukanya lapangan kerja baru dan perluasan kesempatan kerja yang telah ada, memperbesar pendapatan masyarakat, perbaikan kualitas manusia dan taraf hidup masyarakat pedesaan secara keseluruhan.  Proses-proses transformasi tersebut beserta dampak sosial-ekonominya hanya mungkin terjadi kalau didukung oleh tersedianya bahan baku yang memadai.  Dengan demikian inovasi dalam teknologi penangkapan merupakan prasyarat pokok bagi berkembang​nya industri pengolahan di pedesaan pantai.

4.2. Inovasi Teknologi Penangkapan
Inovasi teknologi penangkapan ikan pada dasarnya mengarah pada  perbaikan efisiensi teknis dan ekonomis.  Nelayan sebagai pelaku perbaikan teknologi ini akan semakin maju apabila mempunyai sikap mental kebaharian yang terampil, yaitu mengejar  dan memburu ikan kemanapun daerah penangkapan ber​gerak dan berubah.  Dengan demikian beberapa sikap mental  perilaku kultural bahari merupakan  sebuah keharusan.  Kultural bahari saat ini masih menghadapi  kultural tertentu (one day fishing) yang dapat menjadi kendala dalam proses inovasi teknologi penangkapan ikan yang perlu dibina sejalan dengan strategi dan sasaran inovasi tersebut.

Pada tahap selanjutnya, proses inovasi teknologi ini diharapkan mampu melakukan transformasi teknologi penangkapan ikan yang tradisional  menjadi modern yang ditandai dengan  penerapan teknologi yang efisien dan mampu mengatasi hambatan  gelombang laut dan dapat menjelajahi lautan Nusanta​ra dan zone ekonomi eksklusif.  Dengan demikian inovasi teknologi di sini mencakup teknologi perkapalan, mesin, alat penangkapan ikan (jaring atau pancing) dan alat pembantu penangkapan antara lain seperti penggunaan lampu listrik, fish-finder dan sarana komunikasi modern.  Kesemuanya itu jelas membutuhkan bukan hanya sekedar mental bahari, tetapi juga pengetahuan dan ketrampilan penggunaan teknologi tertentu.

Dampak sosial ekonomi yang diharapkan adalah terbukanya lapangan kerja baru dan perluasan kesempatan kerja yang ada, meningkatkan pendapatan nelayan pendega, perbaikan kualitas manusia dan taraf hidup keluarga nelayan secara keseluruhan. Proses transformasi tersebut pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpi​sahkan dari proses industrialisasi pedesaan pantai secara keseluruhan.  Dalam proses inovasi teknologi penangkapan ikan terkait erat dengan tersedianya input teknologi perkapalan, mesin kapal, jaring alat tangkap dan sarana pem​bantu lainnya, yang biasanyabiased modal.  Pada saat ini hampir di seluruh pedesaan pantai yang diteliti telah berkembang suatu sistem penyediaan modal maupun kredit bagi-hasil yang beroperasi  secara informal, yaitu untuk "memo​tori" perubahan dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang telah ada sampai sekarang.  Sistem permodalan bagi hasil tersebut ternyata telah menjadi unsur oenunjang inovasi teknologi yang ada.  Dengan demikian inovasi teknologi penangkapan memerlukan  unsur penunjang permodalan dan pemasaran  yang "built in" seperti kelembagaan perkreditan bagi hasil dan permodalan  ventura yang lebih formal dan profesional.  Aspek pemasaran ikan menjadi teramat penting terlebih lagi jika mental kebaharian telah tumbuh yang memungkinkan kehidupan nelayan sebagian terbesar di laut.

4.3. Pembenahan Kelembagaan Perkreditan dan 

       Bagihasil
Upaya pembenahan  kelembagaan perkreditan di wilayah pedesaan pantai harus diarahkan pada empat sasaran pokok, yaitu (i) kemantapan koperasi nelayan (KUD nelayan), (ii) pengembangan usaha penangkapan ikan oleh nelayan kecil, (iii) pengembangan usaha pasca tangkap (industri pengolahan) ikan yang berskala kecil oleh masyarakat pedesaan pantai, dan (iv) pembinaan kegia​tan menabung di kalangan nelayan.

Berdasarkan pengalaman adanga ketidak-berhasilan kredit motor/perahu pada masa lalu, maka sistem perkreditan dengan model "angsuran kredit" patut dibenahi dan bila dipandang perlu dapat ditinggalkan. Pembenahan sistem kredit bagi nelayan dalam rangka usaha penangkapan  ikan perlu diarah​kan pada "sistem bagi hasil" antara sekelompok nelayan dengan lembaga  pemberi kredit.  Model ini akan menciptakan usaha nelayan berkongsi dengan sistem bagihasil.  Dalam pelaksanaannya sistem bagi hasil dilakukan setiap hari, dimana sekelompok nelayan menyerahkan sebagian hasil tangkapannya pada lembaga pemberi kredit dalam jangka  waktu tertentu, setelah itu prasarana perahu /motor/alat tangkap akan menjadi milik nelayan secara berkelompok.

Dalam pelaksanaannya Koperasi Nelayan (KUD Nelayan) tetap sebagai pelaksana pemberi kredit melalui sistem bagi hasil dengan sekelompok nelayan.  namun pada waktu-waktu awal kegiatan pelaksanaan bagihasil perlu adanya "partner" KUD.  Partner KUD ini dapat merupakan Lembagas Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkualifikasi dapat menciptakan sikap masyarakat yang responsif terhadap KUD.

Dalam rangka pengembangan usaha industri pengolahan ikan,  sistem pemberian kredit dengan "model angsuran kredit" masih dapat digunakan.  Namun dalam pelaksanaannya perlu diarahkan dengan  paket teknologi pengolahan ikan.  Untuk menunjang kegiatan  perkreditan ini maka penyuluhan dan perluasan pasar patut dilakukan.  Dengan demikian pemberi kredit, kegiatan penyuluhan, dan perluasan pasar adalah satu paket yang bersifat utuh.  Dalam rangka kegiatan ini KUD dapat dijadikan lembaga penyalur kredit yang didampingi oleh partner KUD, yaitu LSM.

Dalam rangka menciptakan kebiasaan menabung bagi nelayan dan pengo​lah ikan, maka bagihasil yang disetorkan pada KUD atau LSM dan cicilan kredit bagi  industri pengolahan ikan perlu ditambahkan sejumlah uang tertentu. Uang tabungan ini hendaknya dapat diambil sewaktu-waktu oleh nelayan atau pengolah ikan, agar dapat menciptakan  kepercayaan masyarakat terhadap KUD.

Usaha memantapkan koperasi nelayan (KUD Nelayan) agar tidak semata-mata seba​gai pemungut retribusi kepada nelayan, maka perluasan usaha koperasi patut dilakukan.  Usaha yang dipandang layak adalah usaha penangkapan ikan dan pemasaran ikan.  Untuk itu pemberian kredit  bagi KUD juga mutlak diperlyukan, namun dalam pelaksanaan awal kegiatan diperlukan juga partner KUD yang bisa berbentuk LSM.  Pemberian kredit pada KUD dapat nerupa model "angsuran kredit" atau "model bagi hasil".

4.4. Renovasi Sistem Pemasaran Produk Ikan
Upaya untuk membenahi sistem pemasaran agar dapat lebih menguntung​kan nelayan kecil perlu diarahkan kepada empat sasaran, yaitu (i) peningkatan posisi tawar-menawar nelayan kecil, (ii) perluasan pasar, (iii) sistem pemasa​ran dengan cara pelelangan, dan (iv) keterlibatan KUD dalam pemasaran ikan.  

Dalam rangka efisiensi pemasaran hasil ikan yang mmenjadi kunci keberhasilan sebenarnya terletak  pada adanya informasi harga dan potensi permintaan di daerah  konsumen dan sarana trans-portasi, serta cepat lakunya hasil ikan. Berdasarkan kenyataan ini maka renovasi sistem pemasaran ikan perlu dilakukan dengan cara sebagai berikut (Muhammad dkk., 1992):

(1).
Perlu adanya sarana  dan fasilitas telekomunikasi di daerah-daerah pusat pendaratan ikan

(2). 
Perlu adanya informasi harga  dan potensi permintaan produk-produk ikan di lokasi-lokasi konsumen dan produsen,

(3). Sistem pelelangan ikan yang sementara ini kurang berjalan (dan kalau berjalan memerlukan waktu tunggu yang lama) sehingga perlu dibenahi.  Pelelangan ikan harus diarahkan dengan tidak perlu menunggu seluruh perahu terkumpul, dimana KUD yang bertindak selaku pelelang.

(4). 
Pedagang yang akan membeli  ikan  hendaknya transfer dalam KUD.

(5).
KUD perlu diupayakan untuk mampu ikut memasarkan pro-duk-produk ikan ke luar daerah, sehingga perlu kredit sarana transportasi bagi KUD.

4.5. Pembinaan Perilaku Masyarakat dan Kelembagaan 

       Sosial  Pede​saan
Pembinaan perilaku kultural masyarakat pedesaan pantai harus diarahkan kepada lima sasaran , yaitu pandangan masyarakat terhadap:

(1). "Makna hidup" yang le-bih positif dan aktif, manusia wajib berupaya secara maksimal untuk menentukan nasibnya sendiri.

(2). "Makna karya, manusia bekerja bukan  hanya untuk me-menuhi kebutuhan pangan saja, tetapi juga untuk mendapatkan utilitas- utilitas lain dari hasil karyanya.

(3). "Persepsi waktu", pandangan masyarakat lebih mengarah kepada masa depan.

(4). "Hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya", manu​sia wajib berupaya menggunakan IPTEK yang dikuasainya untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan alam sekitarnya seoptimal mungkin.     

(5). "Hubungan   antara  manusia  dengan  sesamanya", ma-nusia wajib berupaya mengembangkan aspek-aspek yang positif dari nilai-nilai budaya gotong-royong.

Pada hakekatnya pembinaan perilaku masyarakat dan kelembagaan sosial di pedesaan adalah untuk menggalang partisipasi segenap masyarakat desa dalam program-program pembangunan.  Secara etis dan sosiologis, partisipasi masya-rakat ini sangat penting arti​nya dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.  Secara etis, pembangunan pedesaan pantai harus memungkinkan terbukanya pel​uang bagi masyarakat untuk berpartisipasi sebagai subyek dan bukan sebagai obyek semata.  Sedangkan secara sosiologis, keber​hasilan pembangunan yang berkelanjutan akan ditentukan oleh keterlibatan masyarakat pedesaan pantai dengan segenap sumber​daya yang dikuasainya. Dalam hubungan ini, partisipasi dapat diartikan sebagai keikut-sertaan proporsional dalam sesuatu kegiatan.  

Berdasarkan atas strategi tersebut, maka program-program pembi​naan yang diajukan untuk mendorong industrialisasi pedesaan dan perkembangan "Struktur Pedesaan Pantai Maju" dibedakan menjadi dua, yaitu program introduksi dan program pengembangan.

5. Program Pembinaan
5.1. Program Inovasi Teknologi Penangkapan
5.1.1. Kegiatan Proyek
(1). 
Proyek pembinaan  nelayan  pemilik perahu Jukung dan Pende​ga dengan alat tangkap gill-net yang dikombinasikan dengan pancing prawe. 

(2). 
Proyek pembinaan nelayan pemilik  perahu jukung dan pendega dengan alat tangkap Dogol bergardan 

Beberapa faktor penunjang kelayakan ekonomis tersebut adalah:

(a). 
Meningkatkan sasaran ikan, yakni ikan dasar dan ikan permu​kaan, sehingga hasil tangkapan ikan dapat lebih beragam

(b).
Meningkatkan hasil ikan tangkapan ± 10 kali dibandingkan dengan sebelumnya; 

(c).
Meningkatkan penghasilan nelayan sejalan dengan meningkat​nya hasil tangkapan ikan;

(d). 
Mengurangi adanya fluktuasi pendapatan nelayan; 

(e). 
Meningkatkan volume dari pedagang ikan; 

(f). 
Meningkatkan pendapatan pemerintah yang berasaldari pungu​tan retribusi; 

(g). 
Menciptakan adanya pola pemilikan perahu secara berke lompok dengan pangsa yang relatif sama.

5.1.2. Kelayakan sosial

Ditinjau dari aspek sosial ternyata usaha penangkapan ikan secara berkelompok yang melibatkan beberapa pendega sudah meru​pakan tradisi di kalangan nelayan.  Selain itu kelompok nelayan pemilik jukung/sampan selama ini telah menunjukkan kerjasama yang serasi, sehingga perbaikan teknologi dan peningkatan modal diperkirakan tidak akan menimbulkan konflik sosial.

5.1.3. Rekayasa Kelembagaan 

Disamping adanya faktor pendukung sebagaimana tersebut di atas ada beberapa kendala yang dihadapi, yakni: 

(a). Nelayan terikat pinjaman pada pengolah/pedagang; pinjaman ini harus dikembalikan kalau nelayan ingin melepaskan ikatan dengan pedagang.

(b). 
Respon terhadap perkembangan teknologi agak lam-bat karena keterbatasan akses nelayan terhadap peluang-peluang yang ada;

(c). 
Penguasaan pengetahuan dan teknologi di luar bidang yang telah ditekuni ternyata terbatas; 

(d). 
Respon terhadap KUD  umumnya  rendah; ada kesan bahwa peranan KUD dianggap hanya menarik retribusi sedangkan peranan​nya dalam membantu pemasaran hasil dan penghim punan modal belum nampak ; 

(e). 
Pandangan nelayan terhadap "makna hidup": sifat  pasrah terhadap keadaan yang ada; 

(f).
Respon terhadap perkreditan rendah, pesimistis. Hal ini tampaknya disebabkan oleh pengalaman masa lalu tentang sistem perkreditan yang kurang berhasil karena tidak sesuai dengan kepentingan dan aspirasi nelayan.

Berdasarkan atas beberapa kendala penting yang disebutkan di atas maka strategi rekayasa kelembagaan perlu diarahkan pada:

(a). 
Meningkatkan peran serta  kelembagaan  yang ada seperti PTL, PPL dan KUD dalam upaya pembinaan nelayan kecil; 

(b).
Menciptakan usaha berkelompok dari nelayan yang memung kin​kan usaha kongsi dan bagihasil yang relatif merata; 

(c).
Mengurangi ketergantungan nelayan pada pengolah /pedagang sehingga mempunyai kekuatan lebih besar dalam pemasaran hasil tangkapan ikan; 

(d). 
Memudahkan dan memperlancar mekanisme penyuluhan dan terse​dianya materi penyuluhan yang sesuai; 

(e). 
Menumbuhkan kepercayaan nelayan terhadap program peme rintah yang digelar di pedesaan melalui pemerintahan desa maupun lemba​ga perkreditan seperti KUD; 

(f). 
Pengaturan  sistim bagi  hasil ikan, baik dalam hal pemba​gian hasil di antara nelayan anak buah kapal mapun di antara nelayan dengan sumber kredit. 

Berdasarkan uraian di atas maka model kelembagaan yang disaran​kan harus mampu memperlonggar ikatan antara nelayan dengan pedagang/pengolah ikan.  

5.1.4. Justifikasi Kelembagaan       
Ikatan antara nelayan kecil dengan pedagang/pengolah sangat kuat, dimana pedagang memberikan kemudahan pinjaman uang dan perlengkapan penangkapan kepada nelayan dan sekaligus menampung hasil ikan tangkapannya.  Model transaksi seperti ini mengaki​batkan nelayan tidak mempunyai kekuatan dalam mena warkan hasil tangkapannya. Sistem kredit bagi hasil dimaksudkan untuk memperlonggar ikatan tersebut sehingga kepentingan nelayan  dan pedagang dapat terpe​nuhi secara lebih proporsional.  Dengan demikian LSM  sebagai penyedia fasilitas kredit diharapkan mampu menjalin kerjasama kemitraan dengan para pedagang dalam proses pemasaran hasil, dan sekaligus membina kerjasama dengan para nelayan .

5.1.5. Pranata 
Tanggungjawab dari masing-masing komponen organisasi yang diu​sulkan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

LSM atau Investor 

(a).
Menyediakan fasilitas  kredit bagihasil dalam bentuk per​lengkapan penangkapan ikan yang  meliputi perahu alat tangkap dan motor; 

(b). 
Membenahi sistim bagi hasil di antara anak buah kapal dan antara pemilik perahu dengan LSM; 

(c). 
Membina  dan  mengawasi operasionalisasi pelaksanaan kegia​tan ; 

(d). Menjalin kerjasama kemitraan dalam hal pemasaran de-ngan para pengolah/pedagang untuk kemudahan pemasaran 

(e). 
Menjalin  kerjasama  konsultatif dengan Cabang Dinas Peri​kanan khusus-nya dalam pelatihan/penyuluhan dan pengawasan

(f). 
Menjalin kerjasama konsultatif  dan kemitraan dengan KUD, misalnya dalam hal investasi armada angkutan

(g). 
Menjalin  kerjasama konsultatif dan kemitraan dengan pemer​intahan desa dalam kerangka pembangunan wilayah desa secara keseluruhan.

          Pedagang/Pengolah ikan

(a). 
Diharapkan bersedia sebagai anggota KUD; 

(b). 
Menjalin kerjasama kemitraan dengan LSM dan KUD dalam hal transfer teknologi dan pemasaran komoditi ikan.


Petugas Perikanan (PTL dan PPL)

(a).
Bertanggungjawab terhadap  pelatihan  dan penyuluhan untuk lebih meningkatkan akses nelayan kecil terhadap peluang-peluang ekonomi yang ada;

(b).
Menjalin kerjasama konsultatif dan kemitraan dengan LSM/investor dan KUD dalam pelaksanaan transfer teknologi dan pembinaan pengelolaan "kredit bagi hasil"; 

(c).
Pengawasan terhadap nelayan dan pedagang; 

(d).
Bersama-sama pedagang  membantu mencari nelayan yang akan dijadikan sasaran pembinaan. 

          Koperasi Unit Desa

(a). 
Mengawasi dan  membina pelaksanaan sistem pelelangan ikan di TPI yang melibatkan nelayan ke pedagang; 

(b). 
Membantu LSM/investor dalam operasionalisasi kegiatan pembinaan seperti pengaturan bagi hasil;

 (c). 
Membina mekanisme kerja pemungutan retribusi sehingga dapat memenuhi aspirasi nelayan dan pedagang; 

(d). 
Menjalin kerjasama kemitraan  dengan  para pedagang/ pengo​lah dalam hal pemasaran ; 

(e). 
Membina dan mengawasi pengaturan bagi hasil jika nelayan telah melunasi kredit-bagi-hasilnya (perahu telah dimiliki oleh nelayan); 

(f). 
Membina dan pengembangkan mekanisme tabungan sukarela dari para nelayan.

          Nelayan kecil/pendega

(a).
Menjalin kerjasama kemitraan dengan LSM/invesator melalui mekanisme "kredit bagi hasil";

(b). 
Wajib mengikuti pelatihan teknologi sebelum operasionalisa​si kegiatan; 

(c). 
Bersedia membayar retribusi pada KUD; 

(d). 
Merawat perahu, motor dan alat tangkap; 

(e). 
Memasarkan pada lembaga pemasaran yang ditunjuk oleh LSM atau Investor ; 

(f). 
Pengaturan pemilikan perahu   (jika bagi hasil telah lunas), tetap berusaha secara berkongsi, di bawah pembinaan dan pengawasan oleh KUD; 

(g). 
Menjalin kerjasama dengan KUD melalui program tabungan bebas sebagai dana perawatan motor dan perahu. 

           5.1.6. Strategi Implementasi Proyek 

          Aspek Kelembagaan     

(a). 
Pengaturan adanya usaha penangkapan ikan secara ber-kelompok (berkongsi) dilakukan sistim kredit bagi hasil bukan melalui kredit angsuran; 

(b). 
Perahu,  motor  dan alat tangkap akan menjadi milik nelayan secara berke lompok setelah waktu tertentu berda​sarkan saham  yang diinvestasikan; 

(c). 
Pengaturan bagi  hasil  diatur sedemikian rupa, dimana nilai keuntungan investor tidak didasarkan pada nilai bagi hasil yang lebih tinggi bagi investor, diatur berdasarkan lama​nya adanya perjanjian sistim bagi hasil; 

(d). Pada tahap pertama, pemilihan contoh  pedagang, dan nelayan perlu diarahkan kepada pribadi-pribadi yang mempunyai kualifika​si panutan dan respon terhadap aparat desa dan KUD; 

(e). Perlu dijalin kerjasama kemitraan yang harmonis antara LSM (investor), pedagang/pengolah, KUD dan pemerintahan desa. Kunci keberhasilan pembinaan ini sangat tergantung pada peran-serta pengolah/pedagang, karena banyaknya nelayan yang terikat pinja​man motor dan sebagai penyalur hasil ikan nelayan. Oleh karena​nya usaha meyakinkan pedagang bahwa akan mendatangkan keuntungan baginya patut dilakukan. 

5.1.7 Operasionalisasi Teknis 

Rekapitulasi pengaturan teknis yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan program kredit-bagi-hasil ini adalah :

	  No. 
	  Keterangan                     
	   Operasinal    

	   1. 
	Jumlah perahu yang dioperasionalkan 
	 ±3 buah         

	   2. 
	 Jumlah ABK dalam usaha berkelompok      
	  ± 5 orang      

	   3. 
	 Bagi hasil antara nelayan dan    investor 
	  a : b          

	   4. 
	 Tenggang perjanjian bagi hasil  
	  x tahun        

	   5. 
	 Nilai modal yang diinvestasikan investor
	Rp ...........                 


5.1.8. Operasionalisasi Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan untuk menunjang  program  ini adalah :

	No. 
	Tahapan Kegiatan                 
	   Pelaksana     

	   1. 
	Pengaturan  kerjasama  investor 
	 Investor dan    

	      
	 dengan Cabang Dinas Perikanan  
	Dinas Perikanan     

	   2. 
	Pencarian pedagang sebagai kom- 
	                  

	      
	ponen pembinaan                 
	Investor         

	   3. 
	Pengaturan kerjasama investor   
	                 

	      
	dengan KUD pedagang dan PPL     
	Investor         

	   4. 
	Petalihan PPL tentang teknologi 
	Cabang Dinas Pe- 

	      
	yang akan diintroduksikan       
	rikanan          

	   5. 
	Pencarian nelayan untuk usaha   
	 PPLKUD dan 

	      
	berkongsi dalam penangkapan ikan
	 pedagang        

	   6. 
	Pelatihan nelayan               
	 PPL             

	   7. 
	Operasionalisasi kegiatan usaha 
	                 

	      
	penangkapan secara berkongsi:   
	                 

	      
	a. Penangkapan ikan             
	 Nelayan         

	      
	b. Pembeli hasik ikan nelayan   
	 Pedagang        

	      
	c. Pengatur pengawas bagi hasil 
	 PPL dan KUD     

	      
	d. Pengawasan harga             
	 KUD             

	      
	e. Pembeli bagi hasil investor  
	Pdagang    investor    

	      
	f. Penanggungjawab bagi hasil   
	   KUD dan PPL      

	   8. 
	Pengaturan usaha berkongsi ne-  
	                 

	      
	layan setelah bagi hasil lunas  
	 KUD             

	
	
	


5.2. Program Industrialiasi Pedesaan Pantai 
5.2.1. Pengeringan ikan lemuru.
A. Faktor Ekonomi

Proyek  pembinaan pengolah gaplekan ikan lemuru dengan menerap​kan sistem inti nelayan.  Sebagai inti adalah pabrik tepung dan plasmanya adalah pengolah dan nelayan. (Lokasi Pedesaan Pantai Selatan Jawa Timur). Beberapa faktor penunjang kelayakan ekonomis tersebut adalah:

(a).
Meningkatkan skala usaha pengolahan ikan gaplekan dan sekaligus memperbaiki kualitas 

(b).
Meningkatkan penghasilan pengolah, baik melalui perbaikan kualitas gaplekan maupun adanya tambahan penghasilan dari minyak ikan, peningkatan ini bisa mencapai 60% dibandingkan dengan sebelumnya; 

(c).
Meningkatkan penghasilan nelayan sejalan  dengan mening​katnya volume pengolahan ikan ;

(d). 
Mengurangi efek negatif akibat fluktuasi penghasilan pengo​lah, melalui mekanisme menabung; 

(e).
Meningkatkan volume perdagangan ikan gaplekan dan tepung ikan dan sekaligus memperkuat sektor non-formal 

B. Kelayakan sosial

Ditinjau dari aspek sosial ternyata usaha pengolahan ikan gaple​kan secara mandiri dan berkelompok yang melibatkan beberapa pengolah dan nelayan kecil sudah bukan merupakan hal yang baru di kalangan nelayan.  Selain itu kelompok pengolah gaplekan, nelayan kecil, dan pedagang pengumpul  selama ini telah menun​jukkan kerjasama yang serasi, sehingga perbaikan teknologi dan peningkatan modal tidak akan menimbulkan konflik sosial.

C. REKAYASA KELEMBAGAAN 

Disamping adanya beberapa peluang pengembangan seperti di atas,  ada beberapa kendala yang dihadapi, yakni: 

(a).
Pengolah  gaplekan terikat pinjaman  uang pada pedagang pengumpul; pinjaman ini merupakan semacam ikatan yang mengharus​kan pengolah menjual hasil olahannya kepada pedagang pengumpul tersebut. 

(b). 
Respon terhadap  perkembangan  teknologi agak lambat karena keterbatasan akses pengolah dalam sistem pemasaran 

(c). 
Respon terhadap KUD  umumnya  rendah; ada kesan bahwa peranan KUD dianggap hanya menarik retribusi sedangkan peranan​nya dalam membantu pemasaran hasil olahan dan penghimpunan modal belum nampak ;

(d). 
Pandangan pengolah-pengolah kecil terhadap "makna hidup": sifat pasrah terhadap keadaan yang ada; 

(f). 
Respon terhadap lembaga  perkreditan  formal relatif ren​dah, dan pesimistis. Hal ini tampaknya disebabkan oleh pengala​man masa lalu tentang sistem kredit-cicilan yang kurang berhasil karena tidak sesuai dengan kepentingan dan aspirasi pengolah kecil .

Berdasarkan atas beberapa kendala penting yang disebutkan di atas maka strategi rekayasa kelembagaan perlu diarahkan pada:

(a). 
Meningkatkan  peran serta  kelembagaan  yang ada seperti pedagang, pemuka masyarakat dan KUD dalam upaya pembinaan pengo​lah kecil; 

(b).
Menciptakan usaha berkelompok di antara para pengolah yang memung kinkan usaha kongsi dalam pengadaan investasi yang besar ; 

(c). 
Mengurangi ketergantungan pengolah gaplekan pada sesuatu pedagang pengumpul atau pabrik tepung ;

(d). 
Pengaturan  sistim bagi  hasil, baik dalam hal pembagian hasil di antara anggota kelompok pengolah dan antara pengo​lah dengan sumber kredit. 

Berdasarkan uraian di atas maka model kelembagaan yang disaran​kan harus mampu memperlonggar ikatan antara nelayan dengan pedagang pengumpul.  

D. JUSTIFIKASI KELEMBAGAAN       

Ikatan antara pengolah kecil dengan pedagang pengumpul sangat kuat, dimana pedagang memberikan kemudahan pinjaman uang dan/atau peralatan kepada pengolah dan sekaligus menampung hasil ikan tangkapannya.  Model transaksi seperti ini mengakibatkan pengolah-pengolah kecil tidak mempunyai kekuatan dalam menawar​kan hasil olahannya. 

Sistem kredit bagi hasil dimaksudkan untuk memperlonggar ikatan tersebut sehingga kepentingan pengolah-pengolah kecil dan peda​gang dapat terpenuhi secara lebih proporsional.  Dengan demikian LSM  sebagai penyalur fasi-litas kredit diharapkan mampu menja​lin kerjasama kemitraan dengan para pedagang dalam proses pema​saran hasil, dan sekaligus membina kerjasama dengan para pengo​lah .

E. STRATEGI IMPLEMENTASI PROYEK 

(a). 
Pengaturan adanya usaha pengolahan Gaplekan ikan secara berkelompok (kelompok inti nelayan) dilakukan secara sistim kredit bagi hasil bukan melalui kredit angsuran; 

(b). 
Peralatan pengolah yang  bersekala agak besar akan menjadi milik bersama secara berkelompok setelah kredit lunas berdasar​kan saham  yang diinvestasikan; 

(c). 
Pengaturan bagi  hasil  diatur sedemikian rupa, dimana nilai keuntungan investor tidak didasarkan pada nilai bagi hasil yang lebih tinggi bagi investor, melainkan diatur berdasarkan lamanya masa pelunasan kredit bagi hasil; 

(d). 
Pada tahap pertama, pemilihan contoh  pengolah , perlu diarahkan kepada pribadi-pribadi yang mempunyai kualifikasi panutan dan cukup responsif terhadap aparat pemerintahan desa dan KUD; 

(e). 
Perlu dijalin kerjasama kemitraan yang harmonis antara LSM (investor), pedagang, pengolah, KUD dan pemerintahan desa. Kunci keberhasilan pembinaan ini sangat tergantung pada peran-serta pedagang, karena banyaknya pengolah-pengolah kecil yang terikat pinjaman dan sebagai penyalur hasil ikan gaplekan . Oleh karena​nya usaha meyakinkan pedagang bahwa akan mendatangkan keuntungan baginya patut dilakukan. 

F. ENFORCEMENT DAN PEMANTAUAN

Dalam rangka untuk mengamankan dan membantu kelancaran kredit bagi-hasil bagi pengolah gaplekan kecil tersebut perlu dikem​bangkan pola insentif dan penalti secara khusus yang melibatkan aparat pemerintahan desa, dan kelembagaan lain yang terkait.  Dalam hubungan ini pendekatan persuasif sangat diperlukan.

5.2.2. Pembinaan Pengolah ikan kering
A. Faktor Penunjang

Beberapa faktor penunjang kelayakan ekonomis tersebut adalah:

(a). 
Meningkatkan skala usaha pengolahan  ikan kering dan teri nasi sekaligus memperbaiki kualitas 

(b). Meningkatkan penghasilan pengolah, baik melalui perbaikan kualitas ikan kering dan adanya tambahan penghasilan dari membesarnya skala usaha , peningkatan dapat mencapai 60%-100% dibandingkan dengan sebelumnya; 

(c). Meningkatkan volume perdagangan ikan gaplekan dan tepung ikan dan sekaligus memperkuat sektor non-formal 

B. REKAYASA KELEMBAGAAN 

Disamping adanya beberapa peluang pengembangan seperti di atas,  ada beberapa kendala yang dihadapi, yakni: 

(a). 
Pengolah  ikan kering terikat pinjaman  uang pada pedagang pengumpul; pinjaman ini merupakan semacam ikatan yang mengharus​kan pengolah menjual hasil olahannya kepada pedagang pengumpul tersebut. 

(b). 
Respon terhadap  perkembangan  teknologi agak lambat karena keterbatasan akses pengolah dalam sistem pemasaran 

(c). 
Respon terhadap KUD  umumnya  rendah; ada kesan bahwa peranan KUD dianggap hanya menarik retribusi sedangkan peranan​nya dalam membantu pemasaran hasil olahan dan penghimpunan modal belum nampak ;

(d). 
Respon terhadap lembaga  perkreditan  formal relatif ren​dah, dan pesimistis. Hal ini tampaknya disebabkan oleh pengala​man masa lalu tentang sistem kredit-cicilan yang kurang berhasil karena tidak sesuai dengan kepentingan dan aspirasi pengolah kecil .

Berdasarkan atas beberapa kendala penting yang disebutkan di atas maka strategi rekayasa kelembagaan perlu diarahkan pada:

(a). 
Meningkatkan  peran serta  kelembagaan  yang ada seperti pedagang, pemuka masyarakat dan KUD dalam upaya pembinaan pengo​lah kecil; 

(b).
Menciptakan usaha berkelompok di antara para pengolah yang memung kinkan usaha kongsi dalam pengadaan investasi yang besar ; 

(c). 
Mengurangi ketergantungan pengolah gaplekan pada sesuatu pedagang pengumpul atau pabrik tepung ;

(d). 
Pengaturan  sistim bagi  hasil, baik dalam hal pembagian hasil di antara anggota kelompok pengolah dan antara pengo​lah dengan sumber kredit. 

5.3. Program Rekayasa Sosial dan Kelembagaan
5.3.1. Renovasi  kelembagaan perkreditan dengan sistem bagi hasil,  disesuaikan dengan budaya nelayan.

A. Justifikasi kelembagaan

(1). 
Budaya nelayan terhadap "uang" sangat spesifik, pada umum​nya nelayan enggan melepaskan uang yang telah dipegang.  Oleh karena itu sistem perkreditan harus diarahkan pada "sistem bagi hasil"  dimana pembayaran kredit dilakukan dalam bentuk "bagian dari hasil tangkapan".

(2). 
Lembaga pelaksana kredit  bagi hasil secara informal telah lazim dilakukan, sehingga secara teknis bisa ditempuh; oleh karena itu sistem perkreditan formal perlu memanfaatkan asset sosial ini. 

5.3.2. Sistem Pendidikan "Madrasah Plus"
Sasaran dari program ini adalah perubahan perilaku dalam masya​rakat pedesaan pantai dan sekaligus alih teknologi antar genera​si.

(1). Kondisi yang ada sekarang 
1.1. 
Banyak waktu luang yang tidak  dimanfaatkan oleh sebagaian anggota keluarga pendega, terutama isteri pendega.

1.2. 
Banyak kejadian bahwa  anak usia sekolah SD dan SLTP membe​lanjakan uang mereka untuk membeli makanan (mie, sate dan lain-lain) dan minuman (fanta, dan minuman kaleng atau botol lainnya) dan bermain-main dengan video game sampai pukul 24.00.

1.3. 
Bila seorang murid pria mengalami kesulitan keuangan pemba​yaran biaya studi, orang tua biasanya mengajak anak mereka untuk membantu menangkap ikan sehingga selama beberapa hari tidak masuk sekolah.

1.4.
Terdapat  TK, SD dan Madrasah Ibtidaiyah. Tsanawiyah dan Aliah, Madrasah Islamiyah, Masyiatul Asyiah yang mempunyai hubungan sangat erat dengan masyarakat nelayan.  Sekolah ini lebih banyak menampung murid perempuan.

1.5. 
Terdapat beberapa perkumpulan Pemuda Muhamadiyah, Ge-rakan Pemuda Ansor, Pemuda NU dan Fatayat (Wanita Nahdatul Ulama).

1.6. 
Beberapa orang kyai ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar dan menjadi panutan dalam pendidikan non-formal. Para Kyai ini biasanya adalah pemimpin utama Pesantren di sekitar wilayah pedesaan pantai.

(2). Kondisi yang dinginkan:
1. 
Wanita keluarga pendega mampu lebih aktif menggunakan waktu luangnya untuk menambah pendapatan keluarganya atau meningkatkan menabung untuk mengarah kepada pemilikan alat tangkap sendiri atau untuk biaya sekolah anak-anaknya.

2. 
Anak pria yang akan menjadi kepala keluarga nantinya diha​rapkan mempunyai wawasan yang lebih luas dan menguasai teknologi yang lebih banyak sehingga dapat mengandalikan keluarganya untuk berpola hidup produktif .

3. 
Anak wanita disiapkan menjadi wanita  yang mampu mengen​dalikan ekonomi rumahtangga dan pendorong, serta pengawas pen​didikan bagi anak-anaknya.

Rekayasa Perubahan Perilaku Masyarakat Desa Pantai 

Kasus di Wilayah Weru Kompleks.

(1). Banyak ditemukan perilaku berikut ini              

- 
waktu luang istri pendega kurang dimanfaatkan      

- 
anak usia sekolah SD/SLTP sering "berfoya-foya" jajan dan main video game sampai larut malam       

- 
anak pria tidak masuk sekolah beberapa hari diajak orang tuanya melaut.                  

- 
pendidikan keagamaan dominan menampung wanita      

(2). Tempat pendidikan banyak                    

- 
Nilai keagamaan kuat                        

- 
Kyai ada                                       

-
Orang tua tidak keberatan anak mereka masuk pendidikan keagamaan                                   

(3).
Sistem pendidikan mengikuti pola kehidupan masyarakat. 

(4).
Organisasi: Pesantren sebagai pusat pengelola bekerjasama dengan Dikbud. Pesantren tidak harus bertempat di desa pantai, menggunakan pesantren yang sudah ada (misal Pondok Pesantren Karang-asem). Saluran informasi menggunakan blandongan dan "lingkungan" serta melalui mimbar Jumat       

(5) 
Ulama menjadi panutan dalam masyarakat. Ada hubungan kerabat antara kyai di desa pantai dengan kyai di Pondok Pesan​tren Karangasem. 

     
Di desa pantai ini masyarakat sangat mudah diajak menyum​bang dana untuk kegiatan keagamaan. Banyak tempat-tempat pen​didikan keagamaan didirikan di desa ini.                 

(6)   Sasaran pendidikan ini terdiri dari tiga:    

     
Wanita istri pendega dalam jangka pendek dan anak wanita serta anak pria jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dengan target perubahan perilaku ± 10 tahun dan untuk jangka panjang pada generasi berikutnya.  

(7)  
Wanita istri pendega dididik melalui cara: "anak wanita di tempat pendidikan diarahkan ke pendidikan keluarga dengan pola hidup aktif bekerja. Anak pria dididik melalui blandongan atau melalui "lingkungan" dan mimbar Jum'at secara langsung atau tidak langsung melalui orang tuanya.                          

5.3.3.  Rekayasa kelembagaan pemasaran dengan  pola 

           KUD-TPI- Pedagang-Nelayan
I. Peluang Kembali ke Sistem Cawukan atau Uang
Dalam hal retribusi yang seringkali dianggap sebagai kendala bagi mekanisme kelembagaan TPI tampaknya ada dua macam peluang untuk membenahinya, yaitu :

(1). Penyesuaian pelaksanaan penyuluhan,  seharusnya petugas dari kabu​paten melakukan penyuluhan pada hari Jumat, yang merupakan hari libur bagi nelayan.

(2). Restribusi menurut kebiasaan setempat yaitu dengan sistem cawukan. 

II. Rekayasa Kelembagaan Pelelangan Ikan Sumber 

     Cawukan (Edi Susilo, 1992)
Rekayasa  kelembagaan diarahkan pada sasaran "keadilan distri​busi" hasil pemanfatan sumberdaya oleh masyarakat. Salah satu kelembagaan yang mendesak untuk mendapat perhatian adalah "menghidupkan kembali" peranan KUD-TPI yang telah ada. Langkah awal rekayasa ini adalah untuk menumbuhkan kembali citra KUD-TPI atas kemanfaatannya bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Kelengkapan sistem cawukan ini adalah upaya pendekatan (penyuluhan) yang didasarkan pada analisa situasi: 

(a). 
Hari Jumat adalah hari libur bagi nelayan, oleh karena itu pelak​sanaan penyuluhan pada hari Jumat, setelah sholat Jum'at; 

(b). 
Tokoh panutan masyarakat pedesaan pantai umumnya adalah ulama, oleh karena itu pendekatan pada ulama harus diperhatikan; 

(c). 
Masyarakat nelayan mampu "memperkembangkan" kelompok dengan dua peringkat; pertama blandongan yang beranggotakan nelayan dan kedua "lingkungan" yang beranggotakan Kepala Keluarga. Kedua lembaga ini merupakan sarana difusi informasi yang efektif.

6. 
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PANTAI 

       (MODEL KAJI TINDAK )

6.1.  PENDAHULUAN

6.1.1  Latar Belakang
Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pengembangan industri di pedesaan, telah dilakukan serangkaian kajian mengenai Pola Pembinaan Masyarakat Desa Pantai untuk merusmuskan alternatif konsep strategi pembinaan pedesaan pantai melalui Lima Jalur Pembinaan. Jalur-jalur tersebut terdiri dari dua jalur unsur pokok dan tiga jalur unsur penunjang. Dua unsur pokok adalah: (a) Industrialisasi Pedesaan Pantai dan (b) Inovasi Teknologi Penangkapan; sedangkan tiga unsur penunjang adalah (a) Pembenahan Kelembagaan Perkreditan Bagi Hasil, (b) Renovasi Sistem Pemasaran Komoditi Perikanan dan (c) Pembinaan Perilaku Masyarakat Pedesaan Pantai Mengarah kepada Perilaku yang Lebih Produktif (Tim Peneliti Universitas Brawijaya, 1992).

Kegiatan kajitindak pembinaan yang mengacu konsep tersebut dilakukan di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger (Jember) dan Desa Jatirejo Kecamatan Lekok (Pasuruan, Jawa Timur). Modernisasi penangkapan ditujukan kepada kelompok nelayan dan industrialisasi pedesaan ditujukan pada kelompok sasaran ibu-ibu (isteri nelayan) dan Karang Taruna dalam Kelompok Usaha Bersama. Di Lekok dilakukan pembinaan: (1) mengenalkan jaring dogol ("alet") ukuran sedang dan penggunaan cool box untuk kelopok nelayan dogol dan jaring gill net ("jaring") dan (2) melakukan pembinaan dalam produksi olahan (kerupuk ikan) secara berkelompok dan pemasaran produk yang dihasilkan. Di Puger dilakukan pembinaan kepada nelayan jukung untuk membentuk "organisasi nelayan", yang bergerak dalam bidang utama melakukan pemasaran hasil tangkap oleh organisasi tersebut, pengenalan palkah berisolasi pada perahu jukung. Hasil-hasil pembinaan tersebut, secara umum dapat diringkaskan dalam lima hal: (1) Pelatihan dengan menggunakan wahana formal (Balai Desa) tampaknya kurang efektif, sedangkan wahana non- formal sangat efektif. (2) Produk olahan khususnya abon dan krupuk sudah baik mutu dan kemasnya. (3) Perluasan pasarnya untuk produk yang dihasilkan sudah mulai tampak, walaupun masih terbatas. (4) Pemasaran berkelompok telah terben​tuk lembaganya, namun masih belum berfungsi secara baik. (5) Telah diperoleh tambahan penghasilan kelompok sasaran selama periode pembinaan sebesar Rp. 22.000,- per bulan per rumah tangga produsen(Tim Peneliti Universitas Brawi​jaya, 1993).

Salah satu unsur penting dalam pembinaan adalah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Terabaikannya kegiatan ini menyebabkan kesulitan bagi Tim Pembina maupun kelompok sasaran untuk melanjutkan kegia​tannya, sehingga banyak kendala baru muncul di lapangan, yang menyebabkan tindak lanjut kegiatan pembinaan tidak bisa dilakukan. 

6.1.2. Permasalahan Penting.
Penataan kelembagaan produktif pedesaan pantai yang dilakukan dengan kajian memproduksi dan memasarkan hasil secara berkelompok menemui berbagai permasa​lahan di dalam menciptakan kemandirian kelompok produktif tersebut. Mutu produk dan kemasan serta rasa yang diinginkan konsumen perlu dilakukan penja​jagan agar diketahui produk yang bagaimana yang diinginkan konsumen. 

Kelompok yang terdiri dari plasma produsen kerupuk dan inti pemasaran kerupuk yang telah terbentuk apakah telah merupakan suatu kelompok produktif yang secara utuh membentuk kelompok dalam arti yang sesungguhnya. Apakah tiap status dan fungsi telah menjalankan peran masing-masing dan sebagaimana norma yang berlaku dan disepakati dalam kelompok tersebut? Sejauh mana pemasaran produk adalah hal yang sangat penting, menyangkut jangkauan (distribusi) daerah pemasaran, segmen pasar serta kemungkinan dikembangkannya sistem pema​saran produk yang lebih efektif. Bagaimana pula dukungan bahan baku ikan "jenggelek", apakah dapat disediakan oleh nelayan setempat?

Apakah alat tangkap dogol ukuran sedang dan cool box yang dikenalkan dalam pembinaan telah digunakan oleh kelompok nelayan? Sampai sejauhmana pengenalan tersebut berdampak terhadap kenaikan jumlah dan mutu hasil tangkapnya?

Hal penting lainnya adalah sampai seberapa jauh dukungan teknologi yang bisa dikembangkan dan dampak kegiatan tersebut terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat di sekitarnya. 

6.2. Kegiatan Pembinaan
(1). Kelompok Usaha Bersama (KUB) produksi kerupuk ikan

Kegiatan pembinaan usaha pembuatan kerupuk menunjukkan peningkatan dalam hal higienis usaha dan kebersihan lingkungan. Hal ini terlihat dari hasilnya yang lebih baik (nampak lebih bersih). Karena rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan, me-nyebabkan mereka kurang peduli terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sehingga mereka tidak mungkin merubah posisi atau letak dapur, kamar mandi dan sumur untuk dibuat secara terpisah  dengan jarak yang agak berjauhan, juga membuat selokan dan ventilasi rumah dalam waktu dekat.

Dinamika kelompok usaha produksi kerupuk menunjukkan suatu proses adaptasi (Adaptation) yang cukup panjang. Usaha berkelompok belum dipahami sebagai mencapai keuntungan kelompok sebagai tujuannya, baik bagian pemasaran maupun bagian produksi masih berorientasi kepada individu. Masa integrasi masih belum terwujud dengan kuat, terutama setelah ketua lama hanya menyerahkan secara formal kepada ketua baru. Akibatnya sistem yang menjaga keutuhan kelompok belum terwujud secara kuat dari dalam kelompok. Alat potong kerupuk diperlukan bila permintaan kerupuk meningkat, kalau per​mintaan seperti biasa, maka para pembuat kerupuk ini tetap menggunakan pisau.

Organisasi KUB ternyata merupakan inovasi sosial yang memerlukan waktu untuk dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk membuktikan suatu konsep KUB sebagai wadah dalam pengembangan agroindustri di pedesaan pantai sebagai bentuk yang nyata. Banyak faktor non- teknis yang menghambat keberadaan KUB ini dan masih memerlukan upaya pembinaan lebih lanjut.

Tambahan penerimaan yang diperoleh rumahtangga produksi ikan rata-rata  Rp. 2.500,-  untuk kerupuk mentah dan Rp. 4.110,- untuk kerupuk gorengan setiap kali produksi. Penerimaan rumahtangga produksi lebih tinggi jika menjual kerupuk ikan sendiri dibandingkan dengan menjual kepada bagian pemasaran. Pemasaran kerupuk ikan sebagian besar masih di sekitar daerah Kabupaten Pasur​uan, khususnya di Kecamatan Lekok sendiri.  

Alat pemotong kerupuk ikan:.

(a). 
Diperlukan penambahan kecepatan pemotong, baik dengan jalan memperingan daya putar sehingga lebih mudah digunakan oleh tenaga manusia, maupun diberi​kan alat penggerak bukan manusia.

(b). 
Karena di Lekok sudah ada aliran listrik, maka pilihan tenaga penggerak adalah motor listrik, bukan motor yang digerakkan oleh mesin.

(c). 
Kelembagaan dan Organisasi KUB: 

(1). 
Diperlukan kejelasan tentang siapa yang akan bertanggungjawab di bidang pemasaran. Apabila pimpinan lama telah mengundurkan diri, maka hendaknya ia melepaskan segala tanggung jawabnya dan menyerahkan inventaris KUB kepada pimpinan baru. Apabila pimpinan lama masih ingin terlibat dan agar keterliba​tannya ini tidak mengganggu stabilitas rumah tangganya, maka ada peluang ia mengubah statusnya sebagai sekretaris yang seka ligus sebagai bendahara kelom​pok.

(2). 
Diperlukan kesepakatan baru dalam hal pembagian kerja maupun pembagian keuntungan antara bagian pemasaran dengan bagian produksi.

(3). 
Penggajian kepada tenaga pemasaran maupun tenaga pemotong disesuaikan dengan prestasi kerja masing-masing pihak. 

(4). 
Diversifikasi produk selain kerupuk yang dikembangkan oleh bagian produk​si, hendaknya disepakati sebagai tanggungjawab kelompok untuk memasarkan produk ini. Hal ini memerlukan konsekuensi di dalam perbaikan sistem pemasaran yang dilakukan.

(5). 
Keperluan sarana transportasi berupa sepeda motor perlu diadakan, mengin​gat daya potong alat pemotong yang ada ditingkatkan. Hal ini memerlukan penje​lasan kepada keseluruhan KUB untuk berfikir sistemik. 

(6). 
Pertambahan sarana transportasi maupun biaya pengadaan daya untuk meng​gerakkan motor dan biaya opersional listrik menjadi tanggungan KUB, bukan hanya tanggungan bagian pemasaran saja.  

(2). Kelompok usaha pengadaan alat pendingin 
Diffusi inovasi menunjukkan bahwa baik cool box, alat potong diterima oleh sebagian sasaran pembinaan. Cool box kurang dapat diterima oleh nelayan jaring disebabkan oleh situasi pembagian hasil mereka. Nelyan alet/dogol sebagian menerima cool box ini dan berminat memilikinya dengan jalan kredit. Nelayan ini sangat berharap bahwa penggunaan cool box ini ada penyesuaian konstruksin​ya dengan palka yang tersedia di perahu mereka. Khusus untuk pedagang sangat berminat dengan cool box ini dan bagi mereka tidak perlu ada penyesuaian bentuk cool box. Bahwa penggunaan cool box untuk tempat penyimpanan  campuran antara ikan dan es memberikan mutu ikan basah yang lebih baik dari pada ikan basah yang tidak disimpan dalam cool box dan tidak diberi es.

Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya diberikan kredit cool box yang ukuran atau kapasitasnya sesuai dengan permintaan nelayan dogol maupun peda​gang ikan. Angsuran hendaknya diberikan mengikuti persentase bagian yang diterima juragan dengan batas terendah Rp. 5.000,- /minggu untuk nelayan dogol. Angsuran untuk pedagang serupa dengan angsuran nelayan, tetapi batas minimal angsuran adalah Rp. 10.000/ mingggu. Nelayan jaring tidak disarankan untuk diberikan kredit cool box, namun bila ada juragan yang bersedia mengiku​ti aturan kredit cool box, maka disarankan untuk diberikan kredit.

(a). Nelayan dogol perlu diberikan kredit cool box dengan  kapasitas 200 kg dengan bentuk yang disesuaikan dengan perahu masing-masing nelayan.

(b). Pedagang ikan perlu diberikan kredit cool box dengan kapasitas antara 300 s/d 500 kg.

(c). Nelayan jaring tidak perlu diberikan kredit cool box, karena kurang diperlukan oleh mereka dan sistem bagi hasil yang diterapkan kurang memungkin​kan untuk pengaturan investasi maupun biaya operasional sebagai akibat dari penggunaan cool box.

(3). Kelompok Pengadaan Alat Tangkap 

Kelayakan usaha disimpulkan sebagai berikut:

a.
Usaha penangkapan dengan jaring dogol menunjukkan tingkat profitabilitas yang cukup tinggi, dengan nilai rentabilitas sebesar 60,15 % per, atau setiap Rp. 100,- dari investasi yang ditanam memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60,15 per tahun.   Ting-ginya tingkat profitabilitas usaha tersebut memberikan dampak perkembangan jumlah alat tangkap jaring dogol di Lekok cukup pesat yaitu mencapai 500 % dibandingkan dengan sebelum dilakukannya pembinaan.

b. 
Penggunaan cool box pada usaha penangkaan dengan jaring dogol selain me​ningkatkan harga jual ikan rata-rata 15%, juga meningkatkan bobot dari ikan, Sehingga mampu meningkatkan rata-rata penerimaan nelayan juragan pemilik sebesar 39,86 % dan nelayan pendega sebesar 31,28 %.

c. 
Penerapan alat tangkap dogol bisa diterima oleh para nelayan Jatirejo, terbukti oleh adanya peningkatan jumlah armada, pada tahun 1991 berjumlah 5 armada sedangan pada bulan Oktober 1993 berjumlah 15 armada.

d. 
Jenis ikan beloso dapat digunakan sebagai bahan baku kerupuk ikan secara berkelanjutan di Desa Jatirejo dalam skala industri rumahtangga.
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6.3. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN 
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Keterangan:

I.  Modernisasi Penangkapan Ikan.


1. Penggunaan Cool-box


   - Bobot Ikan naik 10 %


   - Harga Ikan segar naik 20 %


2. Polkah berisi + Es : Mutu ikan naik


3. Pemilikan alat tangkap secara berkelompok


   - Bagean / Bagi hasil anggota kelompok naik


   - Produktifitas nelayan (ABK) naik.

II. Peranan Wanita (P2 WIN)

    Dalam Pengembangan Industri Pedesaan

    
4. Lapangan kerja baru


  
4.1. Sumbangan istri untuk pendapatan Keluarga


  
4.2. Perbaikan harga ikan/bahan baku pengolahan


  
4.3. Pemilikan industri pengolahan berkelompok


       
- Produktifitas keluarga naik



- Lapangan kerja meluas

III. Perbaikan kelembagaan keuangan dan permodalan nelayan

5. Simpan Pinjam Bagi Hasil

5.1.
Mengurangi biaya (meningkatkan penerimaan total) karena ketergantungan pada "penguasa modal di desa".  

- 
Memperkuat organisasi nelayan/permodalan nelayan

- 
Beban ketergantungan 10% dapat dikurangi menjadi ½ % (biaya restribusi) melalui TPI /pemasaran  bersama

5.2.
Organisasi kelompok nelayan yang kuat di pemasaran, akan meningkatkan "bargaining harga".

IV. Kelompok Pemasaran Bersama

6. Kelembagaan Pemasaran Bersama

    6.1. Standard  produksi, kemas dan mutu akan meningkatkan harga

    6.2. Jaringan pemasaran yang kuat akan menstabilkan harga

V.   Pendidikan Keterampilan Berusaha

7. Pendidikan menabung untuk memperkuat permodalan nelayan.

    7.1. Gerakan menabung

    7.2. Keterampilan berusaha

    7.3. Keterampilan berteknologi tepatguna

- 
Cool-box lokal/palkah berisolasi lokal biaya turun menjadi 75%, mutu tetap.

- 
Peralatan teknologi tepat, produktifitas naik (alat potong kerupuk) beberapa kali, mutu lebih baik.

6.4.  RANCANGAN SISTEM PENGEMBANGAN 

        LEBIH LANJUT
Rancangan pembinaan kelompok produktif ini adalah upaya menggabungkan unsur- unsur binaan yang terdiri dari nelayan, pedagang dan pengolah ikan. Ketiga unsur binaan ini disatukan pengelolaanya oleh Tempat Pelayanan Kegiatan yang terbentuk di luar program ini, namun dapat disatukan kegiatannya dalam rangka efisiensi kegiatan pembinaan industrialisasi di pedesaan pantai. Rancangan sistem yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

Tempat Pelayanan Kebutuhan (TPK) yang berpusat di kantor Tim Lapang berpeluang besar di dalam melakukan pengelolaan pembinaan ini. TPK ini yang dibentuk melalui arus bawah dan mendapat dukungan dari pimpinan formal setempat serta Lembaga Swadaya Masyarakat dapat merupakan simpul yang memadukan antara kein​ginan lokal dan regional.

6.4.1. Teknologi Penangkapan Ikan Dengan Pancing
Dasar Bahan dan Alat

(a) Tali :

Tali Utama: PE < 5 mm = 2.000 m (dijadikan 20 utas @ 100 m).

Tali Cabang : PA monofil nomor  @  1 m  = 500 utas  = 15 hank.

Tali Pelampung : PE _ 4 - 6 mm @ 50 m  = 20 utas

Tali Pemberat  : PE  _  5mm  @ 3 m  =  20 utas.

Tali Jangkar  : PE  _  10  mm  @ 10 m  = 2 utas.

Tali lain (untuk mengikat pemberat - batu dan penyimpulan tali 

                cabang pada tali utama) : PE  _  2 mm  = 4 hank.

(b). Mata Pancing: Nomor  7  = 500 buah (terbuat dari campuran besi dan baja).

(c). Pelampung  : Bola  _  15 cm  = buah (terbuat dari Plastik).

(d). Pemberat: batu  1  -  2  kg  = 20 buah.

(e). Jangkar  : Besi/batu  @  10 kg. = 2 buah

(f). Kain bendera tanda  1 m  x 0,5 m  = 2  lembar.

(g). Bambu  _  5 cm  @  2m  = 2 batang.

Cara Pembuatan

(a). Tali temali dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan (disain)

(b). 
Setiap jarak 4 m pada tali utama ditandai (dengan spidol atau lainnya) untuk mata-mata tali sebagai tempat kedudukan tali-tali cabang.

(c). 
Ujung-ujung tali utama dapat dibentuk mata-mata tali.

(d). 
Mata-mata pancing dipasang pada setiap salah satu ujung tali cabang

(e).
Ujung-ujung tali cabang yang tidak bermata pancing dibentuk mata-mata tali, lalu dihubungkan ke mata-mata tali yang telah dipasang pada tali utama.

(f).
Rangkaian-rangkaian (tali utama, tali cabang dan mata pancing) yang telah terbentuk disusun pada keranjang- keranjang yang terbuat dari bambu atau lainnya yang bibirnya dilengkapi dengan karet sandal untuk  menempatkan mata- mata pancing.

Cara Pengoperasian Alat

Setelah kapal sampai didaerah penangkapan ikan, maka pengoperasian rawai dasar atau rawai kerang dilakukan sebagai berikut  :

(a). 
Melempar pelampung tanda (berbendera) - pertama ke laut, diikuti dengan : jangkar - pertama dan talinya, pemberat dan tali utama secara kontinyu (diulur terus-menerus).

(b). 
Melempar mata pancing pancing yang telah dipasangi umpan, diikuti dengan tali-tali cabang hingga selesai basket yang pertama.

(c). 
Ujung depan tali utama pada basket kedua disambungkan ke ujung belakang tali utama pada basket pertama, lalu dilakukan pekerjaan seperti tersebut diatas sampai seluruh basket yang kedua selesai diturunkan ke laut.

(d). 
Perlakuan atau pekerjaan yang sama dilakukan bagi basket- basket beri​kutnya (ketiga sampai dengan kedua puluh), lalu ujung belakang tali utama dari basket kedua puluh tersebut dilengkapi dengan pelampung tanda-tanda dan jang​kar kedua beserta talinya. (e). Masa menunggu diperkirakan sampai ada ikan sasaran yang tertangkap pada mata pancing-mata pancing yang dioperasikan ( 3 - 6 jam ).

(f). 
Penarikan (hauling) dimulai dari salah satu pelampung tanda, lalu diikuti dengan bagian-bagian lainnya sambil melepas ikan-ikan hasil tangkapan sampai selesai basket demi basket.

Perawatan Alat

a. 
Tali-temali dan mata pancing harus bersih dari umpan atau darah ikan yang melekat (untuk menghindari serangan bakteri/jamur yang merusak/busuk). 

b. 
Sebelum disimpan atau dioperasikan, periksalah tali- temali jangan sampai ada yang aus atau terputus. Bila ada yang aus/putus, segeralah disambung.

c. 
Sebelum disimpan, gulunglah tali-temali pada tempatnya sesuai dengan arah pintalnya.

d.
Hindari sinar matahari secara langsung, tikus dan munyak/lemak yang dapat menim bulkan kerusakan alat.

6.4.2. Penangkapan Ikan Dengan Prawe Ikan Tuna 

          (Tongkol)
Desain, Bahan dan Alat

Suatu rangkaian rawai tuna yang berada diantara dua pelampung dinamakan satu basket. Tiap basket terdiri atas satu utas tali pelampung beserta pelampungnya 5 - 9 utas cabang dan 6 - 10 utas tali utama. Desain/rancang bangun rawai tuna monofilament dimaksud dapat dilihat pada gambar 1. Adapun rincian dari bagian- bagian utama rawai dimaksud dapat diuraikan berikut dibawah ini.

(a). Pelampung dan tali pelampung

Pelampung yang digunakan untuk rawai tuna mini monofilament ini umumnya ber​bentuk bundar (bola), dengan diameter 20 - 30 cm dengan daya apung 3-5 kg. dengan pernyataan sebagai berikut :

- 
Tidak mudah bocor dan tahan terhadap tekanan air laut sampai kedalaman 200 meter.

- 
Tidak mudah pecah bila mendapat benturan benda keras.


Sebaiknya berwarna jingga atau kuning dan/atau diberi scotlight agar mudah terlihat dipermukaan air laut.

Dalam pengoperasian pelampung ini dihubungkan dengan tali utama oleh tali pelampung. Untuk setiap basket digunakan sebuah pelampung, hanya pada tiap jarak beberapa basket tertentu (tiap 5 atau 7 basket) digunakan 2 pelamoung serta dilengkapi dengan bendera pengenal, atau pelampung berlampu.

(b). Tali Utama

Fungsi tali utama ini adlah sebagai tempat menggantung tali cabang yang ujung tali cabang tersebut diikatkan mata pancing. Tiap tali utama mempunyai panjang 50 meter yang terbuat dari bahan polyamide monofilament _  1,8 - 26 mm. Pada tiap ujung tali utama ini dibuat simpul mata dan pada tiap sambungan antara tali utama yang satu dengan lainnya dilengkapi dengan "tali konektor" yang terbuat dari bahan kuralon atau mansen dengan  _  3 - 4 mm serta dilengkapi dengan swivel. Pada "tali konektor" tersubut digan​tungkan tali cabang (lihat gambar 3)

(c). Tali Cabang

Bahan utama yang digunakanuntuk tali cabang ini terdiri dari tiga utama tali, yaitu pada bagian atas terbuat dari bahan kuralon atau mansen, bagian tengah PA monofilament dan bagian ujung bawah berupa wire rope atau wire rip. Secara lengkap urutan bahan dan bagian-bagian tali cabang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Snood clip/snapper, yang berfungsi untuk mengkaitkan tali cabang pada tali utama dengan mudah dan cepat, Bahan yang digunakan adalah stainles steel.

b.
Kuraton atau mansen  _ 3 mm panjang 2,5 - 3,0 meter yang berfungsi untuk mempermudah penanganan tali cabang sewaktu digulung atau sebagai pengikat gulungan tali cabang tersebut.

c. 
Polyamide monofilament  _  1,6 -2,6 mm panjang 18 - 20 meter.

d.
Swivel type SBL _ 9 - 10 mm atau bore swivel no. 1 yang berfungsi sebagai penetralisir pada kedua ujung monofilament ini dibuat simpul mata yang dileng​kapi dengan armor spring.

e.
Wire leader, terbuat dari bahan baja tahan karat no. 28- 29 (1 x 7 pinta​lan) atau kawat baja yang digalvanisir no. 18 (3x6 pintalan). Pada kedua ujung wire ini dibuat simpul mata, yang ujung bagian atas dilengkapi armor spring dan ujung bawahnya diberi kanseki spring. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 4.

(d). Mata Pancing

Mata pancing rawai tuna ini mempunyai bentuk khusus dan dilengkapi dengan cicin pada bagian pangkalnya agar posisinya dapat leluasa. Bahan yang diguna​kan : baja yang digalvanisir, yang mempunyai bentuk dan ukuran tertentu .

Cara Pembuatan
(1). Persiapan

Sebelum melaksanakan pembuatan/perakitan rawai tuna mini monofilament ini perlu dilakukan persiapan sebagai berikut :

a. Gambar rancang bangun/desain.

Adanya gambar rancang bangun yang baik dan benar akan memperlan​car dalam menjelaskan tentang bentuk, ukuran dan jumlah kebutuhan bahan maupun urutan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

b. Perkakas yang ginunakan.

Untuk membuat/merangkai rawai tuna mini monofilament ini diperlu​kan perkakas sebagai berikut :

- gunting tali 


- gunting kawat baja (wire cutter)

- clip spenser (alat penjepit klem)

- marlin/spike

- meteran.

c. Bahan-bahan yang dibutuhkan.

Guna merakit satu basket rawai tuna monofilament yang tiap bas​ketnya terdiri atas 6 utas tali cabang (6 pancing) dibutuhkan bahan-bahan sebagai berikut :

- 
Tali PE  _ 5 mm sebanyak 25 meter  x 1 utas.

- 
Kuralon atau mansen  _ 3 mm sebanyak 20  meter.

- 
PA monofilament _ 2,6 mm sebanyak 50 meter  x 7 utas

- 
PA monofilament 0 1,6 - 2,6 mm sebanyak 20 meter x 6 utas

- 
Swivel type SBL atau bor kuningan sebanyak 13 biji.

- 
Snood clip/snapper sebanyak 8 buah.

- 
Mata pancing type tuna hook sebanyak 6 biji.

- 
Wire leader sebanyak 1,5 meter  x 6 utas.

- 
Armor spring untuk monofilament  2,6 mm sebanyak 14 biji.

- 
Armor spring untuk monofilament 1,7 - 2,6 mm sebanyak  12 biji. 

- 
Armor spring untuk wire leader sebanyak 6 biji.

- 
Kanseki spring untuk wire leader sebanyak 6 biji

- 
Klem (clamp/lock) untuk monofilament  2,6 mm sebanyak 14 biji 

- 
Klem (clamp/lock) untuk monofilament  1,7 - 2,6 mm    sebanyak 12 biji. 

- 
Klem (clamp/lock) untuk wire leader sebanyak 12 biji.

- 
Pelampung bola   20 - 30 cm  sebanyak  1 biji.

(2). Perakitan

a. Pelampung

Pada pelampung ini diikatkan tali PE = 5 mm ujungnya diberi simpul mata guna tempat mengikat snood clip yang terikat pada tali pelampung dan/atau menghu​bungkan antara pelampung tersebut dengan tiang bendera pengenal.

b. Tali Pelampung.

Terbuat dari tali PE  = 5 mm sepanjang 25 meter yang kedua ujungnya dibuat simpul mata dan pada simpul-simpul tersebut masing-masing diikatkan sebuah snood clip/snapper yang akan menghubungkan antar pelampung dan tali utama.

c. Tali Utama.

Tali PA monofilament  = 2,6 yang sudah dipotong-potong menjadi 50 meter seban​yak 7 utas, pada kedua ujungnya dibuat simpul mata dengan dilengkapi armor spring yang sesuai dengan diameter monofilament tersebut. Bila tidak ada armor spring dapat digunakan slang plastik yang diameternya sesuai dengan monofila​ment tersebut. Pada salah satu simpul tersebut dilengkapi pula dengan swivel.

Pembentukan simpul ini dengan menggunakan klem (clemp/ lock), bila tidak tersedia bahan dapat digunakan ikatan yang kuat sehingga bentuk simpul mata tidak berubah (tidak slip) sewaktu mendapat tarikan.

d. Tali konektor

Bila semua tali utama sudah dibuat simpul mata, maka penggalan-penggalan tali utama tersebut disambung menjadi rangkaian dengan menggunakan tali konektor yang terbuat dari bahan kuralon atau mansen 3 mm. Tali kuralon atau mansen yang akan digunakan untuk tali konektor dipotong-potong sesuai jumlah gantungan untuk tiap potong tali tersebut pada kedua ujungnya dibuat simpul mata, yang satu ujung simpul tersebut melingkar pada swivel dan yang satu ujung simpul dari tali utama yang ujungnya tak berswivel. Bila semua tali utama semuanya sudah disimpul dengan tali konektor menjadi satu rangkaian, maka tali utama tersebut digulung pada line reel.

c. Tali cabang.

Perakitan tali cabang ini mulai dengan membuat simpul mata pada kedua ujung tali koralon atau mansen (0  3 mm, panjang 3 meter), kemudian pada tali PA monofilament (0  1,6 - 2,0 mm, panjang 20 meter) juga dibuat simpul mata pada kedua ujungnya dengan dilengkapi armor spring pada salah satu simpul mata tali PA monofilament tersebut melingkari swivel sedang ujung lainnya tidak.

Pada tiap ujung wire leader juga dilengkapi simpul mata, simpul yang berhubun​gan dengan mata pancing dilengkapi kanseki spring dan melingkar cincin mata pancing, sedangkan simpul yang satunya lagi dilengkapi dengan armor spring. Bila tidak ada armor spring dapat digunakan slang plastik untuk bantalan pada simpul mata atau lilitan kawat baja halus untuk pengganti kanseksi spring guna pengganti bantalan simpul mata pada wire leader.

Sarana Penangkapan
(a) Kapal

Sarana apung yang digunakan dlam pengoperasian tuna mini digunakan kapal motor yang berbobot 1 15 - 25 GT dengan mesin penggerak 50 - 80 PK, jumlah ABK 6 - 7 orang. Kapal tersebut pada bagian haluan harus memiliki ruang kerja terbuka minimal panjangnya 3 meter (untuk pekerjaan hauling) dan pada bagian buritan minimal 2 meter (untuk pekerjaan setting)

Disamping itu, kapal juga harus dilengkapi dengan palka yang kedap air untuk tempat air es guna menyimpan ikan tuna hasil tangkapan yang akan dijadikan produk segar (Fresh fish), volume palka 5 m3.

(b). Kelos Rawai

Untuk mempermudah dan memperingan pekerjaan pengoperasian rawai tuna mini dengan bahan monofilament dan dengan sistem continous line maka digunakan kelas rawai (line reel) sebagi alat bantu. Kelas rawai ini dapat digerakkan secara manual atau secara mekanik.

Line real dimaksud dilengkapi dengan beberapa kelos untuk menggulung tali utama. Tiap kelos mampu menggulung + 6.000 meter tali utama monofilament  _  2,6 mm. Untuk mengoperasikan rawai tuna yang terdiri atas 400 mata pancing digunakan 4 - 5 kelos (tergantung dari jumlah mata pancing untuk tiap basketn​ya) .

(c). Perlengkapan Lainnya

Perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pengoperasian rawai tuna ini adalah sebagai berikut :

- Kotak tempat umpan 2 buah  @  0,5 m3 

- Ganco bertangkai  2 buah

- Bleeding needle (besi runcing untuk menusuk kepala ikan tuna) 2 buah

- Pisau besar dan kecil  @  2 buah.

Cara Mengoperasikan Alat
(a) Daerah Penangkapan.

Daerah penangkapan (fishing ground) ikan tuna dipengaruhi oleh suhu, arus dan kedalaman perairan. Setiap jenis tuna mempunyai habitat dengan suhu optimum tertentu. Berikut ini disajikan gambaran tentang habitat dan distribusi geo​grafis ikan tuna.

Tabel  1. Habitat dan penyebaran geografis ikan tuna

	           

	
	Batas kisar         
	Batas kisar           
	

	Jenis ikan 
	Kedalaman 
	Swiming    
	suhu air    
	Distribusi

	           

	laut  ( M )
	habitat    layar
	( C )       
	  Geografis

	Albacora      
	 200        
	Mesopelagis   
	13 - 25   

	50oU-40oS

	(oceanic) 
	
      
	Epipelagis 
	 (15.6-19.4)
	10oU-10oS 

	Mata besar    
	 200      
	0 - 250    
	 13 - 29  

	Perairan  

	                         
	             
	

	(17 - 22 )  
	tropis dan

	                         
	                   
	     
	
	sub tropis

	Madidihang 
	200        
	0 - 100   
	18 - 31    
	Perairan 

	Yellow fin     
	                  
	              

	
	tropis dan

	tuna                
	                 
	             

	

	sub tropis

	Tuna sirip    
	200         
	Epilagis   
	 5 - 20      
	30oS 

	biru                
	                     
	                   
	
	


Sumber : Ringkasan dari FAO species catalog - Vol. 2 Scombride of the world.

Operasi penangkapan ikan tuna dengan menggunakan rawal harus berada di perair​an lepas pantai dengan kedalaman laut minimal 200 meter (diluar benua/conti​nental shelf.)

(b). Umpan Penangkapan

Jenis ikan umpan yang digunakan dalam pengoperasian rawai tuna adalah jenis ikan yang mempunyai sisik mengkilap, tidak cepat busuk, tulang rangka dan kulitnya kuat sehingga tidak mudah lepas dari kaitan mata pancing. Beberapa jenis diantaranya adalah : ikan bandeng, layang, kembung, selar, julung-ju​lung/nipi serta cumi-cumi; ikan tawes juga dapat dijadikan umpan pada rawai tuna. Kondisi ikan umpan tersebut harus benar-benar segar dan sebaiknya dibekukan atau disimpan dalam palka/kotak umpan yang diberi es. Panjang ikan umpan yang digunakan berkisar 15 - 20 cm. pancing pada ikan umpan dapat dengan cara mengkaitkan pada bagian mata, punggung atau dari bawah mulut hingga tembus kebagian atas. 

(c). Penebaran

Sebelum dilaksanan penebaran rangkaian rawai tuna, terlebih dahulu dilakukan langkah persiapan yaitu berupa menempatkan dan mempersiapkan petugas/ABK dan peralatan yang diperlukan pada tempat yang mudah dan cepat dijangkau oleh petugas/ABK, sehingga nantinya akan mempermudah serta memperlancar pekerjaan penebaran rawai tersebut.

Sewaktu akan melaksanakan penebaran, harus diperhatikan arah angin dan arus laut. Pada saat pelaksaan penebaran, haluan kapal melintang atau menyerong arus laut dan melawan arah angin atau arah angin berasal dari depan atau kanan sisi lambung haluan kapal. Pada saat tersebut kecepatan kapal harus lebih lambat dari pada kecepatan penebaran rangkaian tali utama, sehingga nantinya diharapkan posisi tali utama akan membentuk lengkungan (calanary) didalam laut, yang mana hal ini akan menjadikan pancing rawai tersebut dapat beropera​si pada posisi yang diharapkan (menjangkau kedalaman yang diharapkan).

.
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.

.

.

.

6.4.3. Pembinaan INDUSTRI RUMAH-TANGGA 

           KERUPUK  IKAN

      ¦
KELOMPOK NELAYAN    
¦



 

        ¦      40 orang warga pedesaan pantai     

         

        ¦         dibagi menjadi 8 kelompok       
 


 


 

        ¦  Kelompok: terdiri atas 5 orang         
 

        ¦  Sekarang telah mampu membuat kerupuk  

        ¦      secara kecil-kecilan.              

 

        ¦  Mutu produk masih rendah sehingga tidak  

        ¦      mampu bersaing di pasar bebas      
 




 

        ¦  Program pelatihan:                        

     

        ¦Demonstrasi produk krupuk yang ada di pasar bebas  

        ¦  Demonstrasi alat cetak, alat iris dan pengemasan 

        ¦  Demonstrasi proses pembuatan krupuk,   
 


        ¦      pengeringan dan penggorengan          
 




 

        ¦  Sasaran kegiatan:                      


        

        ¦  Peserta mampu memproduksi krupuk dengan
  

        ¦      mutu dan kemasan sama dengan yang  
 

        ¦      ada di pasar bebas                 

 




¦ Kelompok sudah trampil dan mampu berproduksi    






¦ Ujicoba Produksi:                       
  

        
¦ Setiap rumah-tangga peserta pelatihan   
 

        
¦   ditetapkan kuota produksinya          
 




¦ Hasil produksi krupuk:                      
  

        
¦ Setiap tiga hari : X kg setiap rumah tangga  




¦ Total produksi selama sebulan:          
      

       
¦ 8klp x 5RT x 10 kali x X kg = 400 X kg     




¦ Hasil kerupuk dibeli Tim Peneliti       
 




¦ PELATIHAN UNIT PEMASARAN       

(1). Pembinaan Lembagaan Permodalan.
Nelayan   umumnya terikat kontrak "pamasaran" dengan para pelepas uang (peda​gang). Nelayan mempunyai sejumlah pinjaman "tidak berbunga" pada pedagang, pembayaran dilakukan dengan jalan menjual hasil tangkapan kepada pedagang, pembayaran dilakukan dengan jalan menjual hasil tangkapan kepada pedagang sersebut dengan harga ± 10% lebih murah dari harga pasar.

Pinjaman tidak bisa diansur (dicicil), dengan uang kontan, kalau ingin melunasi harus dibayar seluruhnya. Akibatnya keterlepasan dari "Pelepasan uang" yang satu, cenderung diikuti "ketergantungan" pada pelepas uang yang lain. Pemecahan masalah tersebut diatas dilakukan dengan jalan mengorganisasi potensi nelayan kecil dalam suatu kelompok "Simpan Pinjam". Kumpulan tabungan kelompok digunakan untuk mengentas nelayan-nelayan dari ikatan dengan "pelepas uang". Melalui serangkaian kelompok dibentuk kelompok swadaya nelayan yang terdiri nelayan yang terdiri atas unit-unit pemasaran, perbaikan mutu produk, permodalan dan pencatatan.

(2). Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif
Pendekatan latihan keterampilan nelayan sementara ini masih terbatas pada pendidikan keterampilan teknis, kurang diimbangi dengan keterampilan mengelola usaha produkstif yang berorientasi pada pasar. Nelayan masih acuh pada macam-macam latihan karena belum mampu mengembangkan lapangan kerja yang bisa diharapkan nelayan.

Pendekatan pemecahan masalah:

a. 
Pemecahan  masalah yang bersifat teknologi harus ber-orientasi pada pasar (marketing approach)

b. 
Materi  Pembinaan dan pelatihan usaha mendapat bobot lebih besar dengan tekanan orientasi keuntungan di persaingan pasar.

Proses Adopsi dapat berlangsung:

a. 
Melalui  diskusi  kelompok dibicarakan "pilihab teknologi" yang murah tersedian bahan secara lokal dan bisa dilakukan nelayan sepempat.

b. 
Hasil yang dicapai

- 
Membuat Coal box-lokal, harga lebih murah 25%.

- 
Membuat Palkah jukung berisolasi secara lokal, harga murah, sesuai kebutuhan nelayan.

- 
Membuat kemas produk secara lokal tak tergantung pada   pasar kerja "kota".

- 
Adopsi berlangsung cepat.

Peranan lembaga pedidikan lokal: Peran pesantren dan pendidikan non-formal dalam pembinaan nelayan berketerampilan usaha produktif (non konsumerisme) dalam penjajagan. Mengingat pendidikan lanjut para nelayan (anak-anaknya) cenderung meneruskan ke pendidikan pesantren (Tsanawiyah atau Aliyah), maka pelatihan ketrampilan usaha produktif perikanan melalui pesantren mengandung prospek jangka panjang. Dari hasil diskusi dengan para Kyai dan Ustadz di lokasi penelitian, menunjukkan ada peluang untuk dikembangkan.

(3). Pelatihan Pemasaran 
Nelayan dan produsen ikan olahan   dalam  pemasaran belum    melaksanakan unsur-unsur fungsi pemasaran.  Disamping itu harga jualnya rendah dikarena​kan meka nisme pemasarannya belum efisien. Untuk mengefektifkan pemasaran, maka perlu dilakukan melalui pembinaan dalam pelaksanaan unsur-unsur fungsi    pemasaran dan penataan lembaga pema​saran.  Untuk pemasaran ikan segar diprioritaskan pada penciptaan rantai Ikan melalui penggunaan cool box mulai dari nelayan sampai tingkat pengecer.  Sedangkan untuk   pemasaran ikan   olahan diprioritaskan pada pembinaan pengembangan mutu pro   duk yang mampu bersaing dipasaran dan per​luasan pasar. Di   samping itu dalam penanganan pemasaran ikan segar maupun olahan menggunakan model pemasaran secara berke lompok.

Pelatihan  Pemasaran yang dilakukan adalah :

a. 
Pelatihan  dalam rangka pemasyarakatan penggunaan coolbox mulai dari nelayan  sampai pedagang untuk ikan  segar.

b. 
Pembinaan  pemasaran  secara berkelompok baik untuk pemasaran ikan segar maupun ikan olahan.

c. Pelatihan pelaksanaan unsur-unsur management pemasaran  ikan olahan.

Proses Pelatihan

Pelatihan melibatkan sekelompok warga pedesaan -pantai,  yang terdiri dari unsur nelayan dan pedagang untuk    pembinaan ikan segar.  Sedangkan untuk  pemasaran ikan    olahan melibatkan para pengolah, wanita nelayan, PKK, peda   gang dan karang taruna.

Pelatihan dilakukan secara bertahap yaitu : 

Untuk Pemasaran Ikan Segar :

a. Pengenalan cool box pada para pedagang    

b. Praktek penggunaan cool box bagi pedagang

c. Pengenalan sistem pemasaran secara berkelompok.

d. Praktek sistem pemasaran secara berkelompok.

Sedangkan Untuk Pemasaran Ikan olahan  pelatiahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. 
Pengenalan sistim managemen pemasaran meliputi: grading kemas, cara perlua​san pasar , penentuan harga jual dan sistem pemasaran secara berkelompok.

b. 
Praktek  grading, kemas, dan cara perluasan pasar.

c. 
Praktek sistem pemasaran secara berkelompok.

6.5. PERAIRAN PANTAI DAN PEMUKIMAN 

       NELAYAN
Perairan pantai pada hakekatnya merupakan tempat pembuangan aliran dari limbah berbagai kegiatan yang berlangsung didaratan. Lingkungan hidup pemukiman nelayan dipedesaan panatai oleh "Crowding" peruba​han dengan berbagai aktivitas pengelolaan produk tangkap ikan. Pembuang limbah domestik menghadapi keterbatasan ruang, sehingga akumulasi limbah disekitar permukaan akan mengakibatkan gangguan lingkungan. Komposisi limbah domestik didominasi oleh "bahan organik" limbah ikan (ikan busuk, ikan yang rusak, dan lainnya). Dekomposisi limbah ini menhasilkan material "volatite" yang menimbulkan bau-spesifik.

Peningkatan hasil tangjap akan diikuti oleh semakin banyaknya limbah ikan, yang pada akhirnya akan memperbesar beban limbah domestik. Pengolahan limbah domestik oleh warga pedesaan terbentuk oleh keterbatasan waktu, biaya dan teknologi yang dikuasai oleh nelayan. Oleh karena itu strategi untuk mengenda​likan limbah ikan ialah dengan meminimumk Jumlah limbah yang akan dibutuhkan. Untuk ini ditempuh dua cara, yaitu (1) Penerapan teknologi rantai dingin, sejak ikan ditangkap sehingga sampai konsumen dan (2) Membuang ikan limbah ke laut, sebelum sampai ke darat.

Langkah Opresional :

(1). 
Penerapan  rantai dingin secara penuh (Cool Box dan palkah berisolasi), mulai dari aktivitas perangkapan sampai kepada konsumen ikan segar.

(2). 
Implementasi  teknologi pengolahan ikan yang dapat diakses oleh warga pedesaan pantai, seperti kerupuk ikan dan abon, dan ikan kering.

(3). 
Memperkenalkan  Teknik-teknik pemisahan produk ikan dengan ikan limbah dilaut, dan pembuangan limbah kelaut.

.

.

7. Pola Operasional Pengembangan Ekonomi Wilayah 

7.1. Disain Program Pembinaan Pedasaan Pantai
Dalam rangka untuk menyusun disain proyek pembinaan wilayah pedesaan pantai  digunakan bagan disain sepereti berikut ini :

                   

                      1. Kondisi Sekarang    

                   

                  

                      2. Peluang Pengembangan   

                  

                    

                      3. Hipotesis Daerah   

                    

                                                   

                      Evaluasi kelayakan                     
 

        



           4. Teknologi                5. Sosial Ekonomi   

                                                             

 


             

            6. Rekayasa Kelembagaan  Organisasi/Pranata       

                                             


               7. Justifikasi Kelembagaan         

               

                  8. Rancangan System             

                                                  

            

               9. Strategi Implementasi           

       

          10. Rencana Enforcement dan Pemantauan   

1.1.
Program Inovasi Teknologi Penangkapan                   

1.1.1.
Proyek  Pembinaan  Nelayan Pemilik Perahu 

           Jukung Dan Nelayan Pendega 
(1). KONDISI YANG ADA SEKARANG
1.1. Sosial Ekonomi
a.
Rataan pendapatan pertahun  berada pada batas ambang kemiskinan menurut kreteria BPS

b.
Fliktansi pendapatan musiman sangat besar, pada musim peceklik rataan pendapatan berada di bawah garis kemiski​nan dan pada musim panen raya ikan pendapatan bisa melonjak diatas garis kemiskinan.

c.
Rataan anggota keluarga 4 - 5 orang, dengan 2 - 3orang anak.

1.2. Teknologi peoduksi
a.
Perahu jenis jukung/sampan dengan ukuran yang lazim digunakan adalah (5 x 0,5 x 1 m3)

b.
Alat tangkap pancing (perawe)

c.
Mesin dengan daya 10 PK

d.
Anak buah kapal : 2 - 3orang

e.
Fishing group : 20 mil, one day trip, pada musim badai biasaya tidak melaut

f.
Sasaran ikan : tuna, cucut, dan tongkol.

1.3. Kelembagaan 

a.
Hubungan antara anak buah kapal bersifat kemitraan

b.
Usaha penangkapan dengan sistem kongsi peralatan

c.
Bagi hasil berdasarkan penguasaan peralatan

d.
Mempunyai hubungan dengan pedagang ikan basah atau pengolah ikan kering yang berskala kecil

(2). PERMASALAHAN DAN PELUANG PENGEM-

      BANGAN
a.
Keterbatasan penguasaan informasi, modal dan teknologi terbatas dan hasil tangkapan ikannya juga rendah diban​dingkan dengan nelayan lain yang menguasai teknologi lebih baik. Peluang inovasi teknologi masih terbuka dengan memperbesar kerlompok menjadi 4-5 orang sehingga mempunyai akses yang lebih besar terhadap kemudahan- kemudahan yang disediakan oleh pemerintah atau investor swasta.

b.
Fluktansi produksi dan pendapatan antar musim sangat besar, karena peralatan yang dikuasai tidak memungkinkan oprasi penangkapan pada musim badau/paceklik, dan daerah oprasio nalnya sangat terbatas. Inovasi teknologi peralatan dan perahu diharapkan dapat memperkecil fluk​tansi ini.

c.
Perahu/motor dipinjami oleh pedagang pengumpul ikan. Ikatan ini telah memaksa nelayan menjual hasil tangka​pannya kepada pedagang dengan tidak mempunyai kekuatan dalam penentuan harga. Dalam konteks ini nelayan tam​paknya hanya berlaku seolah-olah sebagai "buruh".

(3). HIPOTESIS DISAIN TEKNOLOGI
3.1.
Usaha penangkapan ikan dengan sistem ber​kongsi disarankan dengan paket teknologi alterna​tif sebagai berikut:

	                     
	Alternatif            

	No.   Alternatif   
	 I       
	 II      
	III      

	 1.      Perahu      
	  Edar   
	  Edar   
	  Pakesan     

	 2.      Gillnet     
	   v     
	   v     
	   v          

	 3.      Perawe      
	   v     
	   v     
	   v
         

	 4.      Mesin 25 PK 
	   1 buah
	   2 buah
	   2 buah   

	 5.      Gear box    
	   v     
	   v     
	   v
         


(4). KELAYAKAN DISAIN

4.1. Kelayakan Teknis
Dua faktor penunjang yang utama adalah :

(a).
Potensi sumberdaya perairan pantai umumnya masih cukup besar dengan produksi ikan yang melimpah;

(b).
Tingkat teknologi yang sekarang telah dikuasai oleh nelayan kecil masih relatif rendah.

Deskripsi kelayakan teknis:

	                       
	Alternate               

	No.   Aspek Teknis *)
	  I       
	   II      
	   III


	   
	          
	           
	            

	1.  Operasi perahu  karena gelombang              
	  dapat   
	    dapat  
	    dapat


	2.  Operasi alat tangkap dg
	

	 

	
      

	- ditinggal       
	tak dapat  
	  tak dapat
	  tak dapat 

	- dikaitan dgn perahu     
	dapat     
	  dapat    
	  dapat
  

	3.   Fishing ground    
	±12 mil   
	   _20 mil 
	   _20 mil  

	4.   Ketahanan perahu              
	max 5th   
	   max 5th 
	    > 5th


	5.   Kecepatan perahu              
	 mudah    
	    tinggi 
	    tinggi


	6.   Jmlah ABK        
	  4-6     
	     4-6   
	     4-6


	Kelayakan teknis  
	 layak    
	    layak  
	    layak



(5). KELAYAKAN SOSIAL EKONOMI

5.1.
Kelayakan ekonomi
Rekapiltulasi kelayakan ekonomi dari disain teknologi yang disarankan adalah sbb:

	
	Alternate

	No.  Aspek Ekonomis    
	  I   
	    II    
	  III


	
 


	
         
	
	

	 1.  Sasaran ikan : Peningkatan sasaran   ikan dari ikan    dasar ke ikan dasar dan per mukaan             
	  v      
	   v      
	 v
 

	 2.  Peningkatan   produksi
	8-10 kali
	 > 10 kali 
	> 10 kali 

	3.  Peningkatan  pendapatan
	 8-10 kali 
	> 10 kali
	> 10 kali 

	4.  Fluktuasi produksi dan      
	   tetap   
	  tak   
	   tak


	 pendapatan            
	  terjadi  
	terjadi 
	 terjadi
 

	5.  Penyerahan tenaga kerja    (orang)     
	    4-6    
	  4-6    
	  4-6



Beberapa faktor pebunjang kelayakan ekonomis tersebeut adalah :

(a).
Meningkatkan sasaran ikan, yakni ikan dasar dan ikan permukaan, sehingga hasil tangkapan ikan dapat lebih beragam.

(b).
Meningkatkan hasil tangkapan ± 10 kali dibanding dengan sebelum​nya;

(c).
Meningkatkan penghasilan nelayan sejalan dengan mening katkan hasil tangkapan ikan;

(d).
Menurangi adanya fluktansi pendapatan nelayan;

(e).
Meningkatkan volome dari pedagang ikan;

(f).
Meningkatkan pendapatan pemerintah yang berasal dari pungutan retriibusi;

(g).
Meniciptakan adanya pola pemilikan perahu secara berkelompok dengan pangsa relatif sama.

5.2. Kelayakan sosial
Ditinjau aspek sosial ternyata usaha penangkapan ikan secara berkelompok yang melibatkan beberapa pendega sudah merupakan tradisi di kalangan nelayan. Selain itu kelompok nelayan pemilik jukung/sampan selama ini telah menunjukkan kerjasama yang serasi, sehingga perbaikan teknologi dan peningkatan model diperkirakan tidak akan menimbulkan konflik sosial.

(6). REKAYASA KELEMBAGAAN
Disamping adanya faktor pendukung sebagimana tersebut diatas adan beberapa kendala yang dihadapi, yakni :

(a).
Nelayan terikat pinjam pada pengolah/pedagang; pinjaman ini harus dikembalikan kalau nelayan ingin melepaskan ikan dengan peda​gang.

(b).
Respon terhadap perkembangan akses nelayan terhadap peluang- peluang yang ada;

(c).
Penguasaan pengetahuan dan teknologi di luar bidang yang telah ditekuni ternyata terbatas; 

(d).
Respon terhadap KUD umumnya rrendah; ada kesan bahwa peranan KUD dianggap hanya menarik retribusi sedangkan peranannya dalam membantu pemasaran hasil dan penghipunan modal belum nampak;

(e).
Pandangan nelayan terhadap "makna hidup": sifat pasrah terhadap keadaan yang ada;

(f).
Respon terhadap perkreditan rendah, pesimistis. Hal ini tampak​nya disebabkan oleh pengalaman masa lalu tentang tentang sistem perkeditan yang kurang berhasil karena tidak sesuai dengan kepentin​gan dan aspirasi nelayan.

Berdasarkan atas kendala pentingnya yang disebutkan diatas maka strategi rekayasa kelembagaan perlu diarahkan pada :

(a).
Meningkatkan peran serta pentingnya yang ada seperti PTL, PPL dan KUD dalam upaya pembinaaan nelayan kecil;

(b).
Menciptakan usaha berkelompok dari nelayan yang memungkinkan usaha kongsi dan bagihasil yang relatif merata;

(c).
Mengurangi ketergantungan nelayan pada pengolah/- pedagang sehinggga mempunyai kekuatan yang lebih besar dalam pemasaran hasil tangkapan ikan;

(d).
Memudahkan dan mempercayakan nelayan terhadap program pemerintah yang digelar di pedesaan melalui pemerintah desa maupun lembaga perkreditan seperti KUD;

(f).
Pengaturan sistem bagi hasil ikan, baik dalam hal pembagian hasil antara nelayan anak buah kapal maupun diantara nelayan sumber kredit.

Berdasarkan uraian di atas maka model kelembagaan yang didasarkan harus mampu meperlonggar ikatan antara nelayan dengan pedagang/pengo​lah ikan. Secara skematik hal ini dapat diabstraksikan sbb :

                       

               
Pedagang/pengolah          


                       
Pedagang/pengolah    

Keteraangan:  

1. Pinjaman uang untuk kebutuhan sehari-hari

    Pinjaman perahu dan alat tangkapnya

    Informasi teknologi sederhana.

2. Penjualan hasil tangkapan ikan dimana nelayan tidak 

    mengetahui informasi pasar.

(7).
JUSTIFIKASI KELEMBAGAAN
Ikan antara nelayan kecil dengan pedagang/pengolah sangat kuat, dimana pedagang memberikan kemudahan pinjaman uang dan perlengkapan penangkapan kepada nelayan dan sekaligus menam ung hasil ikan tangka​pan. Model transaksi seperti ini mengakibatkan nelayan tidak mempun​yai kekuatan dalam menawarkan hasil tangkapannya.

Sistem kredit bagi hasil dimaksudkan untuk memper longgar ikatan tersebut sehingga kepentingan nelayan dan pedagang dapat terpengarui secara lebih proporsional. Dengan demikian LSM sebagai penyedia fasilitas kredit diharapkan mampu menjalin kerjasama kemitraan dengan para pedagang dalam proses pemasaran hasil, dan sekaligus mambina kerjasama dengan para nelayan.

(8). RENCANA SISTEM

8.1. Struktur Sistem Pembinaan
     

          Investor/          


Cabang Dinas

          LSM              


Perikanan   

                                          

Kabupaten   

                                                      

                                      PPL        P T L       

                                                      

                                                      

        KUD                                                    Pedagang                                                          

                                                      

      

                                                

Pemilik perahu     
Pemilik perahu     
..............  

   4-6 orang          
4-6 orang          

.........    



8.2. Organisasi.

                          
Investor                                 

                         
Pemerintah                          

                                                             


                                         
konsultasi/investasi

                                           

LSM

                  

   kerjasama dalam          



   penyuluhan                             

kerjasama          

                                          

dlm.pemasaran      

                         

bagi                                

   Aparat Dinas         
hasil               
Pedagang         

   ( PTL dan PPL)    
produksi                                

                                           







Pemasaran

        penyuluhan            Modal          
dan retribu     

        dan pelatihan         usaha          
si TPI          

                                                             


                 Pemilik perahu jukung         
K U D         

                       4-5 orang                             


                                                             

                 Tabungan dan retribusi            

8.3. Pranata
Tanggung jawab dari masing-masing komponen organisasi yang diusulkan di atas dapat diurutkan sebagai berikut :  

1.
LSM atau Investor

(a).
Menyediakan fasilitas kredit bagihasil dalam bentuk per lengkapan penangkapan ikan yang meliputi perahu alat tangkap.

(b).
Membenahi sistem bagi hasil diantara anak buah kapal dan antara pemilik perahu dengan LSM;

(c).
Membina dan mengawasi operasionalisasi pelaksanaan kegiatan;

(d).
Menjalin kerjasama kemitraan dalam hal pemasaran dengan para pengolah/pedagang untuk kemudahan pemasaran

(e).
Menjalin kerjasama konsultatif dengan Cabang Dinas Perikanan khususnya dalam pelatihan/penyuluhan dan pengawasan.

(f).
Menjalin kerjasama konsultatif dan kemitraan dengan KUD, misal​nya dalam hal investasi armada angkutan

(g).
Menjalin kerjasama konsultatif dan kemitraan dengan pemerintahan desa kerangka pembangunan wilayah desa secara keseluruhan.

2.
Pedagang/Pengolah ikan 
(a).
Diharapkan bersedia sebagai anggota KUD;

(b).
Menjalin kerjasama kemitraan dengan LSM dan KUD dalam hal trans​fer teknologi dan pemasaran komoditi ikan.

3.
Petugas Perikanan (PTL dan PPL)
(a).
Bertanggungjawab terhadap pelatihan dan penyuluhan untuk lebih meningkatkan akses nelayan kecil terhadap peluang-peluang ekonomi yang ada.

(b).
Menjalin kerjasam konsultatif dan kemitraan dengan LSM/investor dan KUD dalam pelaksanaan "kredit bagi hasil".

(c).
Pengawasan terhadap nelayan dan pedagang;

(d).
Bersama-sama pedagang membantu mencari nelayan yang akan dijadi​kan sasaran pembinaan.

4.
Koperasi Unit Desa
(a).
Mengawasi dan membina pelaksanaan sistem pelelangan ikan di TPI yang melibatkan nelayan ke pedagang;

(b).
Membantu LSM/investor dalam oprasionalisasi kegiatan pembinaan seperti pengaturan bagi hasil;

(c).
Membina mekanisme kerja pemungutan restibusi sehingga dapat memenuhi aspirasi nelayan dan pedagang;

(d).
Menjalin kerjasama kemitraan dengan para pedagang/ pengolah dalam hal pemasaran;

(e).
Membina dan mengawasi pengaturan bagi hasil jika nelayan telah melunasi kredit-bagi-hasilnya (perahu telah dimiliki oleh nelayan);

(f).
Membina dan pengembangan mekanisme tabungan sukarela dari para nelayan.

5. Nelayan kecil/pendega
(a).
Menjalin kerjasama kemitraan dengan LSM/investor melalui meka​nisme "kredit bagi hasil";

(b).
Wajib mengikuti pelatihan teknologi sebelum operasionalisasi kegiatan;

(c).
Bersedia membayar restribusi pada KUD;

(d).
Merawat perahu, motor dan alat tangkap;

(e).
Memasarkan pada lembaga pemasaran yang ditunjuk oleh LSM atau Investor;

(f).
Pengaturan pemilikan perahu (jika bagi hasil telah lunas), tetap berubah secara berkongsi, dibawah pembinaan dan pengawasan oleh KUD;

(g).
Menjalin kerjasama dengan KUD melalui program tabungan bebas sebagai dana perawatan motor dan perahu.

(9).
STRATEGI IMPLEMETASI PROYEK
          9.1. Aspek Kelembagaan 

(a).
Pengaturan adanya usaha penangkapan ikan secara ber-kelompok (kongsi) dialkukan secara sistim kredit bagi hasil bukan melalui kredit angsuran : 

(b).
Prasarana perahu, motor dan alat tangkap akan menjadi milik nelayan secara berkelompok setelah waktu tertentu berda sarkan saham yang diinvestasikan;

(c).
Pengaturan bagi hasil diatur sedemikian rupa, diaman pada nilai bagi hasil yang lebih tinggi bagi investor, namun diatur berdasarkan lamanya adanya perjanjian sistem bagi hasil;

(d).
Pada tahap pertama, pemilihan contoh pedagang, dan nelayan perlu diarahkan kepada pribadi-pribadi yang mampunyai kualifikasi panutan nelayan dan respon terhadap aparat desa dan KUD;

(e).
Perlu dijalin kerjasama kemitraan yang harmonis antara LSM (investor), pedagang/pengolah, KUD antara dan pemerintahan desa. Kunci keberhasilan pembinaan ini sangat tergantung pada peran-serta pengolah/pedagang, karena banyaknya nelayan yang terikat pinjaman motor dan sebagi penyalur hasil pinjaman motor dan sebagi penyalur hasil ikan nelayan. Oleh karena usaha meyakinkan pedagang bahwa akan mendatangkan keuntungan baginya patut dilakukan.

9.2. Operasional Teknis

Rekapitulasi pengaturan teknis yang diperlukan untuk menunjang keber​hasilan program kredit-hasil-hasil ini adalah sebagai berikut :

	No
	.     Keterangan                
	Operasinal         

	1.
	Jumlah perahu awal yang di-

	
      

	  
	Operasionalkan                  
	 ± 3 bua
      

	2.
	Jumlah ABK dalam usaha ber-

	
      

	  
	kelompok                        
	 ± 5 orang         

	3.
	Bagi hasil antara nelayan dan

	
      

	  
	investor
 

                    
	                   

	4.
	Tenggang perjanjian bagi hasil  
	  x tahun     

	5.
	Nilai modal yang diinvestasikan 
	
      

	  
	oleh investor                   
	  Rp. ....         


10. RENCANA ENFORCEMENT DAN PEMANTAUAN 
Dalam rangka untuk mengamankan dan membantu kelancaran kredit bagi-hasil bagi nelayan kecil tersebut perlu dikembangkan pola inten​tif dan pelatihan secara khusus yang melibatkan aparat pemerintah desa, dan kelembagaan lain yang terkait. Dalam hubungan ini pendeka​tan persuasif sangat diperlukan. 

4.2.1.2. Proyek Pembinaan Nelayan Pemilik Perahu 

           Jukung Dengan Alat Dogol
(1).
Kelompok Sasaran: 

(a)
 Nelayan perahu kecil (sampan/jukung)


(b) Pendega

(2). 
Permasalahan yang dihadapi: 

(a)
 Pendapatan rendah


(b) Pendapatan berfluktuasi antar musim


(c)
 Permodalan terbatas 


(d) Tak punya usaha sambilan

(3). 
Tujuan Pembinaan: 

(a)
 Meningkatkan pendapatan


(b) Mengurangi adanya fluktuasi pendapatn antar musim

(4). 
Hipotesis Disain Teknologi: 

Untuk berkongsi dalam penangkapan ikan dengan paket

a. 
Jenis perahu: ukuran 9 x 2 x 0,7 m3 b. Alat tangkap: dogol ukuran (22 x 5 x 50) m3

c. 
Mesin: 19 PK

d. 
Menggunakan gardan dengan mesin 7 PK

e. 
Jumlah ABK: 4 orang.

(5). Kelayakan Teknis:
	      Aspek Teknis             
	Keterangan                  

	a. Operasi perahu           
	8-9 tahun                      

	b. Alat tangkap        
	     Dapat menangkap ikan           

	                            
	dengan nilai ekonomis  tinggi                         

	c. Fishing ground           
	+ 12 mile                      

	d. Kecepatan perahu      
	   Sedang                         

	e. Jumlah ABK               
	4-5 tahun                      

	f. Ketepatan alat tangkap/ 
	 Sangat tepat diopera-          

	   perahu                   
	sikan dipantai utara           

	 Kelayakan teknis         
	Layak                          


(6). Kelayakan Ekonomis:
	   Aspek Ekonomis           
	Keterangan                       

	1. Penyerapan tenaga kerja                 
	             4-5 orang                        

	2. Produksi dibandingkan
	Meningkat + 1;5 kali             

	   dengan dogol sebelumnya
	dari sebelumnya karena-              

	                            
	kualitas alat tangkap            

	3. Pendapatan total yang 
	4-8 juta setiap tahunnya -              

	   diperoleh (Rp/tahun)     
	(NPV = 2164selama 9 tahun)

	4. Pendapatan tiap nelayan
	  + Rp.160.000

	   (Rp/bulan)                        
	                        

	5. Fluktuasi pendapatan
	Tidak begitu menyolok            

	   antar musim            
	                                   

	 Keterangan               
	Layak secara ekonomis   


4.2.2.2.
Proyek Pembinaan Pengolah Ikan Kering (Teri nasi) dengan Sistem Kemasan Baru di Wilayah Pantai Utara Jawa Timur.
Tujuan dari proyek ini adalah peningkatan mutu ikan kering teri nasi dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para pengolah ikan kering dan teri nasi.

Sasaran  akhir yang diharapkan adalah membaiknya tingkat kesejahte​raan dan kualitas kehidupan para penolah gaplekan yang berskala kecil. 

(1).
KONDISI YANG ADA SEKARANG
1.1.
Sosial-ekonomi
a.
Rataan pendapatan per  kapita setiap tahun tampaknya masih berada pada batas ambang kemiskinan menurut kriteria BPS yang berlaku seka​rang

b.
Fluktuasi  pendapatan  musiman  sangat besar sejalan dengan terse​dianya bahan baku, pada musim paceklik rataan pendapatan berada di bawah garis kemiskinan dan pada musim panen raya ikan pendapatan bisa melonjak di atas garis kemiskinan.

1.2.
Teknologi produksi
Keterbatasan penguasan modal, pengetahuan dan teknollogi telah mengakibatkan relatif rendahnya mutu ikan kering dan teri nasi yang dihasilkan oleh para pengolah. Tampaknya mutu ikan kering yang rendah ini berkaitan dengan (i) aktivitas penjemuran, (ii) kualitas bahan baku yang digunakan, (iii) proses pengemasan yang masih ala kadarnya , (iv) tradisi masyarakat yang kadangkala ingin mencampuri produk olahannya dengan material lain supaya bobotnya lebih berat, dan (v) peralatan pengering (dryer) yang digunakan sangat sederhana sehingga tidak mampu melindungi ikan dari kontaminasi debu dan kotoran lainnya 

1.3.
Kelembagaan
Hubungan antara pengolah ikan kering dan teri nasi, nelayan dan pedagang pengumpul, dalam hal ini peranan pedagang pengumpul sangat menentukan tingkat kualitas dan harga produk.   Secara skematis dapat diabstraksikan sbb:


     Konsumen di Perkotaan 

                

                

                   Pedagang dari Kota          

                

                

                   Pedagang Pegumpul     

                      Ikan kering        

                

           

   

       Pengolah          Pengolah                        

     Ikan  kering      Teri  nasi         
.............  

             

          

  

       Nelayan               Nelayan            
.......     

    kecil/pendega     kecil/pendega      
.............. 

(2).
PERMASALAHAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN
2.1.
Teknologi pengolahan ikan kering dan teri nasi

a.
Keterbatasan penguasaan modal telah mengakibatkan pa-ra pengolah tidak mampu membeli alat pengering dan pengemas yang memadai untuk menghasilkan produk yang lebih baik.  Hal ini pada akhirnya akan menentukan rendahnya harga di tingkat pedagang pengumpul.  Peluang inovasi dalam hal ini tampaknya cukup besar, karena beberapa pengolah yang telah menggunakan alat pengering dan pengemas yang baik mampu menghasilkan ikan kering yang kualitasnya lebih baik dan sekaligus mengemasnya .

b.
Inovasi teknologi pengeringan  juga  mungkin melalui introduksi alat pengering khusus atau pengembangan alat pengering tradisional yang bertumpu pada enerji surya. Inovasi teknologi pengeringan diha​rapkan mampu mendorong pengolah melakukan  pengeringan secara kopera​tif. 

(3).
HIPOTESIS DISAIN TEKNOLOGI
3.1.
Disain alat pengeringan dan pengemas ikan kering

a.
Disain alat pengering skala kecil dengan kapasitas 2 ton/hari untuk usaha mandiri, dan skala besar dengan kapasitas 50 ton/hari untuk usaha kelompok.

b.
Disain alat perendam/pencuci ikan  Model Muncar, dengan ran-cangan khusus disesuaikan dengan bahan baku olahan 

c.
Disain alat pengemas ikan kering Model Muncar, dengan rancangan spesifik sehingga sesuai bahan pengemas yang digunakan, yaitu plastik atau karton. 

(4).
KELAYAKAN DISAIN 

4.1.
Kelayakan Teknis 
	
	
	Alternatif ukuran alat olah:

	No.
	 Aspek Teknis*) 
	Kecil
	Sedang
	Besar

	  1. 
	 Operasi alat   
	
	
	

	     
	 pengering se-  
	
	
	

	     
	 panjang musim  
	dapat
	dapat
	dapat

	  2. 
	 Operasi alat   
	
	
	

	     
	 pencuci dan    
	
	
	

	     
	 perendam       
	
	
	

	     
	 ikan segar     
	dapat
	dapat
	dapat

	  3. 
	 Ketahanan      
	
	
	

	     
	 peralatan      
	max 10th
	> 10 th
	> 10 th

	  4. 
	 Jumlah tenaga  
	
	
	

	     
	 (orang)        
	2-3
	3-10
	> 10

	  5. 
	Kelayakan teknis 
	layak
	layak
	layak


(5).
KELAYAKAN SOSIAL EKONOMIS 

5.1.
Kelayakan ekonomi
Rekapitulasi kelayakan ekonomis dari disain teknologi yang disarankan adalah sbb:

	     
	
	Alternatif  ukuran           

	No
	 Aspek Ekonomis 
	Kecil     
	Sedang    
	Besar    

	  1. 
	 Skala usaha pengolahan    
	         
	          
	          

	     
	 meningkat dekebutuhan -  
	         
	          
	          

	     
	bahan baku ikan  segar juga meningkat        
	  v      
	   v      
	   v      

	  2. 
	Peningkatan produksi dari    
	         
	          
	          

	     
	 sebelumnya     
	2-5 kali 
	5-10 kali 
	>10 kali  

	  3. 
	 Perbaikan      
	         
	          
	          

	     
	 kualitas       
	  v      
	   v      
	   v      

	  4. 
	Peningkatan pendapatan    
	         
	          
	         

	     
	dari sebelumnya 
	40-80%    
	60-80%     
	>80 %     


Beberapa faktor penunjang kelayakan ekonomis tersebut adalah:

(a).
Meningkatkan skala usaha pengolahan  ikan kering dan teri nasi sekaligus memperbaiki kualitas 

(b).
Meningkatkan penghasilan pengolah, baik melalui perbaikan kuali​tas ikan kering maupun adanya tambahan penghasilan dari membesarnya skala usaha , peningkatan ini bisa mencapai 60%-100% dibandingkan dengan sebelumnya; 

(c).
Meningkatkan volume perdagangan ikan gaplekan dan tepung ikan dan sekaligus memperkuat sektor non-formal 

(6).
REKAYASA KELEMBAGAAN 
Disamping adanya beberapa peluang pengembangan seperti di atas,  ada beberapa kendala yang dihadapi, yakni: 

(a).
Pengolah  ikan kering terikat pinjaman  uang pada pe-dagang pengumpul; pinjaman ini merupakan semacam ikatan yang mengharuskan pengolah menjual hasil olahannya kepada pedagang pengumpul tersebut. 

(b).
Respon terhadap  perkembangan  teknologi agak lambat karena keterbatasan akses pengolah dalam sistem pemasaran 

(c).
Respon terhadap KUD  umumnya  rendah; ada kesan bahwa peranan KUD dianggap hanya menarik retribusi sedangkan peranannya dalam membantu pemasaran hasil olahan dan peng himpunan modal belum nampak ;

(f).
Respon terhadap lembaga  perkreditan  formal relatif rendah, dan pesimistis. Hal ini tampaknya disebabkan oleh pengalaman masa lalu tentang sistem kredit-cicilan yang kurang berhasil karena tidak sesuai dengan kepentingan dan aspirasi pengolah kecil .

Berdasarkan atas beberapa kendala penting yang disebutkan di atas maka strategi rekayasa kelembagaan perlu diarahkan pada:

(a).
Meningkatkan  peran serta  kelembagaan  yang ada seperti peda​gang, pemuka masyarakat dan KUD dalam upaya pembinaan pengolah kecil; 

(b).
Menciptakan usaha berkelompok di antara para pengolah yang me​mungkinkan usaha kongsi dalam pengadaan investasi yang besar ; 

(c).
Mengurangi ketergantungan pengolah gaplekan pada se-suatu peda​gang pengumpul atau pabrik tepung ;

(d).
Pengaturan  sistim bagi  hasil, baik dalam hal pembagian hasil di antara anggota kelompok pengolah maupun  antara pengolah dengan sumber kredit. 

4.2.3.
Program Rekayasa Sosial dan Kelembagan
4.3.2.1.
Perkreditan dengan Sistem Bagi Hasil
(1).
Kondisi yang Ada Sekarang
1.
Paket  kredit  yang  pernah  disalurkan adalah  satu unit alat tangkap jaring, kapal dan mesin (unit lengkap) dan paket partial (perahu atau jaring atau mesin saja). Pembayaran kembali kredit plus bunganya  dilakukan melalui cara angsuran setiap kali memperoleh hasil pe​nangkapan.

2.
Kelembagaan perkreditan : (1)  Pemberi kredit (BRI); (2) Pemohon kredit (KUD atas dasar pemohon yang diajukan oleh kelompok nelayan atau perorangan/untuk kredit partial); (3) Kelompok nelayan menerima paket alat pro​duksi dan modal kerja tanggungan bersama; (4) Hak wewenang pemanfaatan paket kredit berada di tangan kelompok.

(2). Permasalahan dan Peluang Pengembangan
(a).
Pengembalian kredit tidak lancar, selama 3 tahun per-tama mencapai 15%, selanjutnya tidak ada kemajuan angsuran.  Hal seperti ini mungkin disebabkan oleh karena paket kredit diberikan dalam bentuk perlengkapan yang kurang sesuai dengan aspirasi dan kepetingan nelayan.

(b).
Sementara itu, di masyarakat nelayan secara informal berkembang bermacam-macam bentuk pinjaman, yaitu: 

(b.1).Kredit pengambak : yaitu kredit yang diterima nelayan juragan darat dari para pengambak dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil ini dilakukan kalau hasil penangkapan  melebihi biaya operasional per trip. 

     
Keberatan pendega terhadap sistem kredit ter-sebut adalah: (a) Kredit tersebut hanya dimanfaatkan oleh juragan darat, sedangkan potongan 10% untuk pengam​bak adalah "potong tengah" sehingga menjadi beban bersama; (b) Potongan tersebut tidak dianggap sebagai angsuran pinjaman; (c) Pengambak punya hak menjual hasil ikan, yang sering terjadi permainan harga ikan (lebih rendah dari harga pasar);

(b.2).Kredit alat dan modal  kerja dari pengolah ikan : yaitu kredit ikatan yang dikeluarkan oleh pengolah ikan untuk menjamin kontinyuitas penyediaan bahan baku. Cara  pembayaran kredit ini ada dua macam, yaitu: (a) Harga ikan sesuai dengan harga pasar; besarnya angsuran 10% dari hasil tangkapan sampai lunas; (b) Harga ikan sedikit di bawah harga pasar; besarnya angsuran tidak ditetapkan dengan prosentase tertentu ; 

(b.3).Kredit kongsi : yaitu beban tanggungan kredit ditang​gung kelompok secara bersama, masing-masing anggota sekitar 1,5% dari besarnya investasi.  Pembayaran kredit dilakukan melalui pemotongan hasil tangkapan sebesar satu bagian ; 

(b.4).Bagi hasil : yaitu konsep pembagian penghasilan antara juragan darat dengan anak buah kapal yang dipimpin oleh seorang juragan laut. Antara juragan laut dan ABK terjadi hubungan kerja yang pengaturan penghasilan dilakukan secara informal; 

(c).
Sistem pembayaran kredit dengan angsuran ternyata sulit ber kembang di kalangan nelayan. Sistem kredit bagi hasil tampaknya lebih sesuai sehingga telah menjadi motor perkembangan dan perbaikan teknologi penangkapan ikan di pedesaan pantai;

(3).
Hipotesis Disain Kredit Bagi Hasil
Kredit bagi hasil dalam penangkapan ikan dengan paket alternatif.

Deskripsi kredit bagi hasil

	Keterangan        
	Alternatif                                                     

	                         
	       I          
	         II        
	       III           

	1.  Perahu alat 
	Kredit bagi hasil  
	          -        
	        -            

	mesin lengkap     
	dan resiko         
	                   
	                     

	2. Paket parsial     
	Kredit bagi hasil  
	Kredit pengolah   
	Kredit pengolah     

	                         
	tanpa resiko (kredit 
	 dengan % angsuran 
	dengan angsuran ti- 

	                         
	pengambak plus 
	 (harga ikan sesuai
	 dan tertentu (harga 

	                         
	angsuran)          
	  pasar)           
	 ikan dibawah pasar) 


4. Kelayakan Teknis

	                          
	Alternatif           

	  No.  Keterangan         
	I         
	II        
	III    

	   1.  Operasional kredit 
	          
	          
	         

	       a. BRI             
	 tidak    
	tidak     
	  tidak  

	       b. Revolving fund  
	 dapat    
	dapat     
	  dapat  

	       d. Ventura kapital 
	 dapat    
	dapat     
	  dapat  

	       e. Bank bagi-hasil 
	 dapat    
	dapat     
	  dapat  

	   2.  Sasaran            
	kelompok  
	kelompok  
	kelompok 

	                          
	perorang- 
	perorang- 
	perorang-  

	                          
	an        
	an        
	an         

	   3.  Kelembagaan        
	KUD/LSM   
	KUD/LSM   
	KUD/LSM  


5. Kelayakan Ekonomis

	
	Alternatif           
	
	
	

	No
	Keterangan           
	I
	II
	III

	1.
	 Lama kredit lunas    
	5 tahun
	5 tahun
	5 tahun

	2.
	 Peningkatan inves-   
	
	
	

	     
	 tasi                 
	
	
	

	     
	 a. Gill net + prawe  
	
	
	

	     
	    di Pantai Selatan 
	v
	v
	v

	     
	 b. Dogol bergardan   
	
	
	

	     
	    di Pantai Utara   
	v
	v
	v

	3.
	 Mempertahankan ting- 
	
	
	

	     
	 kat penghasilan dgn  
	
	
	

	     
	 kredit parsial       
	v
	v
	v

	4.
	 Melalui kredit ke-   
	
	
	

	     
	 lompok; pendapatan   
	
	
	

	     
	 nelayan pendega me-  
	
	
	

	     
	 ningkat              
	v
	v
	v

	5.
	 Penyerapan tenaga    
	
	
	

	     
	 kerja:               
	
	
	

	     
	 a. Paket lengkap     
	4-6
	4-6
	4-6

	     
	 b. Paket parsial     
	v
	v
	v


.

(6).
Rekayasa Kelembagaan
6.1.
Organisasi
a.
Dana Revolving

                            Sumber Dana Pusat                

                                                             

                                                             

            Depkop              
Bappeda                      

            Kabupaten           
Kabupaten                    




Muspika    


                                                             

                                                  Pemerintah 

                                                   Desa      

                                                             

                                                             


     Perguruan             K U D           

Kelompok          

     Tinggi                                

Nelayan           

                                                          


Keterangan:

1.
Pemerintah Pusat :  penyedia  dana revolving dan me- nyalurkan dana lewat saluran departemen yang ada; 

2.
Bappeda Kabupaten sebagai perencana untuk menetapkan kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan Camat se- tempat, dan Depkop Kabupaten bertugas untuk memilih KUD yang memenuhi syarat; 

3.
KUD bertugas: (a) Membentuk kelompok penerima kredit revolving; (b) Membuka rekening Bank untuk penyimpan- an angsuran kredit dari kelompok anggota; (c) Membina ketrampilan anggota kelompok dan melatihnya berkerjasa​ma dengan Balai Latihan tertentu;

4.
Perguruan Tinggi: Menjalin kerjasama konsultatif dan kemitraan dengan KUD dan Pemerintah daerah dalam memberikan inovasi penyuluhan dan evaluasi kemampuan teknis kelompok sasaran, serta rekomendasasi teknis untuk kapal, jaring dan mesin kapal;

5.
Penggunaan dana bergulir selanjutnya berdasarkan re- komendasi dan perencanaan yang dilakukan bersama antara KUD dan Bappeda serta pembina KUD lainnya.

b. Dana dari Ventura Kapital atau Bank Bagi Hasil

                             Ventura kapital/         




Bank bagi hasil     

                             dan resiko                

                                                

                                                

                  K U D                 Kelompok Nelayan/   

                                                Perorangan          

                                                

                                                

                                               Perguruan                                  

                                                 Tinggi                                     




Lembaga Pemasaran    

                                                

                                                



Pengolah/Pabrik     

Keterangan:

1.
Ventura Kepital menerima kredit dari Bank atau seba-gai pabrikan; 

2.
Penerima kredit : perorangan;  jaminan  kredit berupa alat produksi yang dikuasai ;

3.
Bank/kapital ventura/pabrikan: sebagai pemilik sepenuhn​ya alat produksi yang ada, sampai angsuran kredit lunas;

4.
Pabrikan sekaligus sebagai petugas  dalam bidang pe- masaran; 

5.
KUD dan Perguruan Tiggi sebagai lembaga yang bertugas untuk memberikan informasi dan jasa konsultasi.

(7). Justifikasi kelembagaan
(1).
Budaya nelayan terhadap "uang" sangat spesifik, pada umumnya nelayan enggan melepaskan uang yang telah dipegang.  Oleh karena itu sistem perkreditan harus diarahkan pada "sistem bagi hasil"  dimana pembayaran kredit dilakukan dalam bentuk "bagian dari hasil tangka​pan".

(2).
Lembaga pelaksana kredit  bagi hasil secara informal telah lazim dilakukan, sehingga secara teknis bisa ditempuh; oleh karena itu sistem perkreditan formal perlu meman​faatkan asset sosial ini. 

4.2.3.3. Sistem Pendidikan "Madrasah Plus"
Sasaran dari program ini adalah perubahan perilaku dalam masyarakat pedesaan pantai dan sekaligus alih teknologi antar generasi.
(1).
Kondisi yang ada sekarang: Kasus Weru Kompleks.
1.
Banyak waktu luang yang tidak  dimanfaatkan oleh seba​gaian anggota keluarga pendega, terutama isteri pendega.

2.
Banyak kejadian bahwa  anak usia sekolah SD dan SLTP membelanjakan uang mereka untuk membeli makanan (mie, sate dan lain-lain) dan minuman (fanta, dan minuman kaleng atau botol lainnya) dan bermain-main dengan video game sampai pukul 24.00.

3.
Bila seorang murid pria mengalami kesulitan keuangan pembayaran biaya studi, orang tua biasanya mengajak anak mereka untuk membantu menangkap ikan sehingga selama beberapa hari tidak masuk sekolah.

4.
Terdapat  TK, SD dan Madrasah Ibtidaiyah. Tsanawiyah dan Aliah, Madrasah Islamiyah, Masyiatul Asyiah yang mempunyai hubungan sangat erat dengan masyarakat nelayan.  Sekolah ini lebih banyak menampung murid perempuan.

5.
Terdapat beberapa perkumpulan Pemuda Muhamadiyah, Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda NU dan Fatayat (Wanita Nahdatul Ulama).

6.
Beberapa orang kyai ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar dan menjadi panutan dalam pendidikan non- formal. Para Kyai ini biasanya adalah pemimpin utama Pesantren di sekitar wilayah pedesaan pantai.

(2).
Kondisi yang dinginkan:
1.
Wanita keluarga pendega mampu lebih aktif menggunakan waktu luangnya untuk menambah pendapatan keluarganya atau meningkatkan menabung untuk mengarah kepada pemilikan alat tangkap sendiri atau untuk biaya sekolah anak-anaknya.

2.
Anak pria yang akan menjadi kepala keluarga nantinya diharapkan mempunyai wawasan yang lebih luas dan menguasai teknologi yang lebih banyak sehingga dapat mengandalikan keluarganya untuk berpola hidup produktif .

3.
Anak wanita disiapkan menjadi wanita  yang mampu me- ngendalikan ekonomi rumahtangga dan pendorong, serta pengawas pendidikan bagi anak-anaknya.

Secara skematis rekayasa perilaku tersebut digambarkan sebagai berikut:

Rekayasa Perubahan Perilaku di Desa Pantai, Kasus 

Weru Kompleks.
1)
Banyak ditemukan perilaku berikut ini              


-waktu luang istri pendega kurang dimanfaatkan      


-anak usia sekolah SD/SLTP sering "berfoya-foya"  jajan dan main video game sampai larut malam       


-anak pria tidak masuk sekolah untuk beberapa hari diajak orang   tuanya melaut.                  


-pendidikan keagamaan dominan menampung wanita          

2)
-Tempat pendidikan banyak   

    
-Nilai keagamaan kuat                                

    
-Kyai ada                                                

    
-Orang tua tidak keberatan anak mereka masuk pendidik                              

         an keagamaan                                            

3)
Sistem pendidikan mengikuti pola kehidupan masyarakat.                                            

4)
Organisasi: Pesantren sebagai pusat pengelola bekerjasa​ma dengan Dikbud. Pesantren tidak harus bertempat di desa pantai, menggunakan pesantren yang sudah ada (misal Pondok Pesantren Karang asem). Saluran informasi menggunakan blandongan dan "lingkungan" serta melalui mimbar Jumat       

5)
Ulama menjadi panutan dalam masyarakat. Ada hubungan kerabat antara kyai di desa pantai dengan kyai di Pondok Pesantren Karangasem. Di desa pantai ini masyarakat sangat mudah diajak menyumbang dana untuk kegiatan keaga maan. Banyak tempat-tempat pendidikan keaga maan didirikan di desa ini.

6) 
Sasaran pendidikan ini terdiri dari tiga:    

     Wanita istri pendega dalam jangka pendek dan anak wanita serta anak pria jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dengan target perubahan perilaku ± 10 tahun dan untuk jangka panjang pada generasi berikutnya.  

7)
Wanita istri pendega dididik melalui pendekatan kelompok. Anak wanita di tempat pendidikan diarahkan ke pendidikan keluarga dengan pola hidup aktif bekerja. Anak pria dididik melalui blan- dongan atau melalui "lingkungan" dan mimbar Jumat secara langsung atau tidak langsung melalui orang tuanya.                          

.

 (3).  Rekayasa Kelembagaan
                                   Dana publik      


  Dinas           Dinas         Dinas         Muskipa              Kantor   

  INDAG        Perikan    DikBud      Kecamatan         DEPAG    

  Dati II          an               Dti I                               

                      

                 

         Kyai-Kyai         MADRASAH  PLUS             LSM     

         Santri                                              

         Pondok-                               

         Pesantren    


                            Piranti keras      

                            Piranti Lunak      

                            Kurikulum Religi  


        BKPI                Kurikulum IPTEK          
Perguruan   

        UPPI                                  


Tinggi      

        BLK                                      

       

                          SISTEM PENDIDIKAN                

                           MODEL PESANTREN    

                              +WORKSHOP        

                                               

                           SISTEM EVALUASI     

                      

                           

                      KETRAMPILAN   ANAK DIDIK    

                           

                                    

                MASYARAKAT PEDESAAN PANTAI  
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